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ABSTRAK 
 
Herdifa Pratama, (2019): Analisis Pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah Tentang Rahn Harta Pinjaman Ditinjau 
Menurut Fiqh Muamalah 
 
Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh diaturnya ketentuan mengenai 
rahn harta pinjaman di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hal tersebut 
terdapat pada pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang membolehkan 
rahn dalam bentuk harta pinjaman. Syarat al-marhun (harta gadai) diantaranya 
adalah bahwa harta itu milik sah orang yang berhutang dan tidak terkait dengan hak 
orang lain. Menurut ulama Hanafiyah, syarat kepemilikan marhun pada rahin 
merupakan syarat berlaku efektifnya akad rahn. Definisi rahn pada Kompilasi 
Hukum Ekonomi Syariah pun menyebutkan bahwa harta yang digadaikan adalah 
harta pribadi. Hal ini mengindikasikan bahwa rahn harta pinjaman merupakan suatu 
objek pembahasan yang berbeda dari rahn pada umumnya yang menggunakan harta 
pribadi. Hal menjadi alasan menarik untuk menganalisis ketentuan rahn harta 
pinjaman yang diatur dalam pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana konsep rahn harta 
pinjaman dalam pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bagaimana analisis 
fiqh muamalah terhadap rahn harta pinjaman dalam pasal 385 Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah, dan bagaimana relevansi ketentuan pasal 385 Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah dengan rahn harta pinjaman dalam konteks kemaslahatan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep rahn harta pinjaman 
dalam pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, untuk menjelaskan tinjauan 
fiqh muamalah terhadap rahn harta pinjaman dalam pasal 385 Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah, serta untuk menjelaskan relevansi pasal 385 Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah tentang rahn harta pinjaman dengan aspek kemaslahatan. 
Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (library research). Sumber yang dipakai 
meliputi sumber primer yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sumber 
sekunder yaitu buku-buku terkait pembahasan pada penelitian ini, dan sumber 
tersier yaitu kamus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 
mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan dan dianalisis 
menggunakan metode analisis isi (content analysis). 
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa rahn harta pinjaman berdasarkan pasal 
385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hukumnya adalah mubah (boleh), dengan 
ketentuan yakni harta pinjaman yang digadaikan telah mendapat izin dari 
pemiliknya, harta pinjaman yang digadaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan 
oleh si pemilik harta, si pemilik harta mengetahui dan memahami resiko atas 
hartanya yang digadaikan oleh si peminjam, dan si pemilik harta berhak meminta 
kembali hartanya yang digadaikan. Berdasarkan tinjauan fiqh muamalah, pasal 385 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang rahn harta pinjaman tidak 
bertentangan dengan syariat Islam. Namun, isi pasal 385 Kompilasi Hukum 
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Ekonomi Syariah  masih  bersifat  umum  dan  tidak  menyebutkan  sub-topik  yang   
berisi pendapat fuqoha-pendapat mengenai rahn harta pinjaman secara lebih 
lengkap. Dalam relevansinya dengan aspek kemaslahatan, pasal 385 Kompilasi 
Hukum Ekonomi Syariah merupakan maslahat yang selaras dengan tujuan syari’at, 
yakni bahwa kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip 
dasarnya, dan tidak menabrak garis ketentuan nash atau dalil-dalil lain yang qath’i.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
Transliterasi yang dipakai dalam Skripsi ini adalah Pedoman Transliterasi 
Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 
0543b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988. 
I. Konsonan Tunggal  
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin 
 
Keterangan 
 أ Alif  tidak dilambangkan   tidak dilambangkan  
 ة Bā'  b   -  
 ت Tā'  t   -  
 ث Śā'  ś   s (dengan titik di atas)  
 ج Jim  j   -  
 ح Hā'  ḥa’   h ( dengan titik di bawah)  
 خ Khā'  kh   -  
 د Dal  d   -  
 ذ Źal  ź   z ( dengan titik di atas)  
 ر Rā'  r   -  
 ز Zai  z   -  
 س Sīn  s   -  
 ش Syīn  sy   -  
ص Şād vi  s (dengan titik di bawah) 
ض Dād d  d (dengan titik di bawah) 
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 ط Tā'  ţ   t (dengan titik di bawah)  
 ظ Zā'  ẓ   z (dengan titik di bawah)  
 ع 'Ayn  ‘   koma terbalik ke atas  
 غ Gayn  g   -  
 ف Fā'  f   -  
 ق Qāf  q  -  
 ك Kāf  k  -  
 ل Lām  l  -  
 و Mīm  m  -  
 ن Nūn  n  -  
 و Waw w  -  
 ي Hā'  h  -  
 ء Hamzah ’  Apostrof  
 ي Yā  y  -  
  
II. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap: 
 ة د ّدعتم Ditulis  Muta’addidah  
 ة ّدع Ditulis  ‘iddah  
  
III. Tā' marbūtah di akhir kata.  
a. Bila dimatikan, ditulis h:  
 ةمكح Ditulis  hikmah  
 ةي سج Ditulis  jizyah  
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(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap 
ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali 
dikehendaki lafal aslinya).  
  
b. Bila Ta‟ Marbūtah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu 
terpisah, maka ditulis dengan h    
 ء ايلولاا ةمارك Ditulis  karāmah al-auliyā’  
  
c. Bila Ta‟ Marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah 
ditulis t  
 ي رطفلا ةاك ز Ditulis  zākat al-fitr  
  
IV.  Vokal Pendek  
  
-----------  fathah  ditulis  A  
-----------  kasrah  ditulis  -I  
-----------  dammah  ditulis  U  
  
V.  Vokal Panjang  
 
1.  Faţḥah + alif  ditulis  Ā  
   ةيههبج ditulis  jāhiliyyah  
2.  Faţḥah + ya’ mati  ditulis  Ā  
   يسنت Ditulis  Tansā  
3.  Kasrah + ya’ mati  ditulis  Ī  
   ميرك Ditulis  Karim  
4.  ḍammah + wawu mati  ditulis  Ū  
   ضورف ditulis  Furūd  
  
VI.  Vokal Rangkap  
  
1.  Faţḥah + ya’ mati  ditulis  Ai  
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   ىكىيب ditulis  bainakum  
2.  Faţḥah + wawu mati  ditulis  Au  
   لوق ditulis  Qaul  
  
VII.  Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan 
apostrof  
  
 ىتواا ditulis  a'antum  
 تدعا ditulis  u'iddat  
 ىتركش هئن ditulis  la'in syakartum  
  
VIII.  Kata sandang Alif + Lām  
  
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah   
 نارقنا ditulis  al-Qur'ān  
 سبيقنا ditulis  al-Qiyās  
  
b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan huruf Syamsiyyah yang 
mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya.  
  
 ءبمسنا ditulis  as-samā'  
 سمشنا ditulis  asy-syams  
  
IX.  Penulisan kata-kata dalam rangkaian   
  
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.  
  
 ضورفنا ىوذ ditulis  zawi al-furūd  
 ةىسنا مها ditulis  ahl al-sunnah  
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MOTTO 
 
 َف َتَۡغرَف اَِذَإفٱ ۡبَصن ٧ 
“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain” 
(Q.S. Al-Insyirah [95] : 7) 
 
 
Ambil Hikmah di Hari Kemarin 
Lakukan yang Terbaik di Hari Ini 
Rencanakan yang Terhebat untuk Esok 
(Herdifa Pratama) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaidah-
kaidah dasar dan hukum yang mengatur keseluruhan tatanan dalam kehidupan 
manusia. Semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah maupun muamalah  
tidak satupun terlepas dari aturan dan hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum 
yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash al-Qur’an maupun 
al-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia secara universal. Keuniversalan 
hukum Islam ini sebagai kelanjutan dari hakikat Islam sebagai agama universal, 
yakni agama yang substansi ajaran-Nya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, 
melainkan berlaku bagi semua orang Islam di mana pun, kapan pun, dan 
kebangsaan apa pun.1 
Sebagai makhluk sosial (zoon politicon), manusia membutuhkan interaksi 
untuk saling memenuhi kebutuhan dan tolong-menolong antar sesama. Karena 
itulah pemahaman hukum Islam dalam seluruh sisi kehidupan dinilai sangat 
penting, salah satunya berkenaan dengan perpindahan harta seperti hutang-
piutang. Hutang-piutang terkadang tidak dapat dihindari sehingga kebanyakan 
orang terdesak untuk meminta jaminan dalam meminjamkan hartanya. Hal ini 
telah diatur dalam Islam dan dikenal dengan istilah rahn. 
                                                          
1 Said Agil Husin al-Munawar, Hukum Islam & Pluralitas Sosial, (Jakarta: Penamadani, cet. 
ke-2, 2005), h. 6-7. 
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Menurut Abdul Ghofur Anshori, rahn adalah menahan harta salah satu 
milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara 
sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau 
gadai.2 Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili, al-rahnu adalah akad watsiiqah 
(penjaminan) harta, maksudnya sebuah akad yang berdasarkan atas pengambilan 
jaminan berbentuk harta yang kongkrit bukan jaminan dalam bentuk tanggungan 
seseorang.3 Dalam Islam, ar-rahn (gadai) merupakan sarana saling tolong 
menolong bagi umat Islam tanpa adanya syarat imbalan jasa yang akan 
merugikan satu pihak. 
Dalil Al-Qur’an tentang rahn adalah firman Allah SWT sebagai berikut: 
  م ٞن َٰهَِرف اٗبِتاَك ْاُودَِجت ۡمَلَو ٖرَفَس ٰىَلَع ُۡمتنُك نِإَو َف اٗضُۡعَۡب مُكُضُۡعَۡب َنَِمأ ِۡنإَِف 
 
ٞةَضَُوبۡق ِ دَُؤيۡل
 َ  للَّٱ ِق تَيۡلَو ۥَُهتَن ََٰمأ َنُِمتۡؤٱ يِذ لٱ َلَو ۗۥُه بَر ِإَِف اَهُۡمتۡكَيَ نَمَو  ََةد َٰه شلٱ ْاوُُمتَۡكت  ۗۥُُهبۡلَق ٞمِثاَء ٓۥُه ن
 ٞميِلَع َنُولَمَۡعۡت اَِمب ُ  للَّٱَو٢٨٣  
Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu´amalah tidak secara tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada 
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi 
jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah 
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah 
ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 
menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang 
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang 
berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” 
(Q.S. Al-Baqarah [2] : 283)4 
                                                          
2 Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan 
Institusionalisasi, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), h. 88. 
 
3 Wahbah Zuhaily, Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 6, Alih Bahasa oleh Abdul Hayyie al-
Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 107. 
 
4 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya, (Semarang: PT. Karya 
Toha Putra, 2002), h. 60. 
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Dalil dari As-Sunnah mengenai ar-rahn (gadai) ini adalah: 
 ا َمْيِهاَرْبِإ َدْنِع اَنْرَكَاَذت :َلاَق ُشَمَْعْلْا اََنث دَح ِإ َلاَقَف ِفَل سلا ِيف َلِْيَبقْلاَو َنْه  رل ُمْيِهاَرْب
ا  َنأ اَهْنَع  اللّ َيِضََر َةَشِئاَع ْنَع ُدَوْسَلا اََنث دَح َو ِهَْيلَع  اللّ ى لَص  يِب نل ْشا َم لَس ىََرت
 ُهَعْرِد ُهَنَهَرَو ٍلََجأ َىلِإ اًماَعَۡط ِ  يِدْوُهَيَ ْنِم 
Artinya: “Dari Al-A’masy, dia berkata: Kami membicarakan masalah gadai dan 
memberi jaminan dalam jual beli sistem salaf di samping Ibrahim. 
Maka Ibrahim berkata: Al-Aswad telah menceritakan kepada kami dari 
Aisyah RA bahwa Nabi SAW membeli makanan dari seorang Yahudi 
hingga waktu yang ditentukan (tidak tunai) dan menggadaikan baju 
besinya”.5 
 
Perihal rahn ini tidak terlepas dari perhatian para ulama, termasuk para 
pemikir ekonomi Islam saat ini. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 
rahn menjadi salah satu pembahasan didalamnya. Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah merupakan referensi pokok bagi praktisi perbankan syariah, para 
akademisi, dan mahasiswa Fakultas Syariah, Khususnya menjadi pedoman bagi 
hakim pengadilan di peradilan agama untuk menyelesaikan perkara seputar 
ekonomi syariah.6  
Dirumuskannya pembahasan seputar rahn dalam Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah tidak terlepas dari maraknya perkembangan lembaga 
keuangan syariah yang memiliki produk gadai (rahn) saat ini. Pegadaian Syariah 
sebagai salah satu lembaga keuangan syariah di Indonesia bahkan memiliki 
fokus kegiatan pada produk gadai (rahn). Oleh karena itu, dapat dikatakan 
                                                          
5 Imam Bukhari, Shahih Bukhari Jilid 3, diakses dari laman hhtp://telkom-hadits9imam.com 
pada tanggal 14 Maret 2020 pukul 00.00 WIB, h. 41. 
 
6 Lihat, Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 
tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
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bahwa dirumuskannya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah seputar rahn 
merupakan regulasi dan pedoman bagi lembaga keuangan syariah di sektor gadai 
(rahn).  
Perumusan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan perumusan 
berdasarkan informasi dari berbagai kalangan akademisi, para Dekan Fakultas 
Syariah, praktisi ekonomi syariah, perbankan syariah, advokad serta pemerhati 
hukum lain. Kehadiran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini dirasa penting 
adanya untuk dapat memberikan manfaat dan maslahat bagi semua umat 
manusia.7 Perumusan yang melibatkan banyak pihak ini membuat Kompilasi 
Hukum Ekonomi Syariah dapat dikatakan sebagai produk atau hasil dari suatu 
ijtihad kolektif (ijtihad jama’i). Sebagai suatu produk ijtihad kolektif, 
menganalisis isi dan pasal dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
merupakan suatu hal yang perlu dilakukan untuk menghindari adanya taqlid 
terhadapnya.   
Peran utama dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai salah 
satu pedoman dalam praktek kegiatan muamalah dan ekonomi syariah di 
Indonesia. Hal tersebut juga menjadi alasan yang kuat perlunya untuk 
menganalisis kitab ini. Analisis ini berarti menelaah konsep dari isi dan pasal 
dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Perumusan tersebut salah satu 
diantaranya adalah perumusan seputar rahn (gadai), sebagaimana tertera pada 
pasal 385 yang mengatur tentang rahn dalam bentuk harta pinjaman. 
                                                          
7 Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), h. vi. 
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Agunan (objek barang yang digadaikan) dalam fiqh muamalah termasuk 
kedalam rukun rahn sehingga hal tersebut dinilai penting bagi keshahihan dalam 
pelaksanaan akad rahn. Rahn memiliki lima unsur yang mesti ada didalamnya, 
yaitu orang yang menggadaikan (rahin), yang meminta gadai (murtahin), barang 
yang digadaikan (marhun), utang (marhun bih), dan ucapan sighah ijab dan 
qabul.8 Istilah objek barang yang digadaikan dalam fiqh muamalah disebut 
dengan al-marhun.  
Zainuddin Ali dalam definisinya mengenai rahn menuliskan bahwa al-
marhun itu hendaklah milik si peminjam (rahin). Beliau berpendapat bahwa 
gadai (rahn) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si 
peminjam (rahin) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang 
yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan 
(murtahin) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau 
sebagian utangnya dari barang gadai yang dimaksud, bila pihak yang 
menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.9 
Menurut ulama Hanafiyah, syarat kepemilikan marhun pada rahin (milik 
pribadi) merupakan syarat berlaku efektifnya akad rahn.10 Begitupun pada 
berbagai literatur fiqh muamalah mengenai rahn yang menyebutkan bahwa 
syarat al-marhun diantaranya adalah: (1) Barang jaminan (agunan) itu boleh 
dijual dan nilainya seimbang dengan utang; (2) Barang jaminan itu bernilai harta 
                                                          
8 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 
2012), h. 199. 
 
9 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 3. 
 
10 Wahbah Zuhaily, Op. Cit., h. 137 
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dan boleh dimanfaatkan, karenanya khamr tidak boleh dijadikan barang jaminan, 
disebabkan khamr tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam; (3) 
Barang jaminan itu jelas dan tertentu; (4) Agunan itu milik sah orang yang 
berutang; (5) Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain; (6) Barang 
jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat; 
(7) Barang jaminan itu boleh diserahterimakan baik materinya maupun 
manfaatnya.11  
Syarat agunan pada poin keempat dan kelima sebagaimana yang telah 
disebutkan diatas menunjukkan bahwa rahn itu mestilah harta pribadi dari orang 
yang berutang. Hal ini bersifat kontradiktif dengan apa yang diatur dalam pasal 
385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pasal tersebut berisi: 
1. Pada prinsipnya harta pinjaman tidak boleh digadaikan kecuali dengan 
seizin pemiliknya. 
2. Apabila pemilik harta memberi izin secara mutlak, maka penggadai 
boleh menggadaikannya secara mutlak; dan apabila pemilik harta 
memberi izin secara terbatas maka peminjam harus menggadaikannya 
secara terbatas. 
3. Pemilik harta yang mengizinkan hartanya dijadikan jaminan dalam 
rahn harus mengetahui dan memahami resikonya. 
                                                          
11 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 255. 
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4. Pemilik harta yang dipinjamkan dan telah digadaikan mempunyai hak 
untuk meminta kepada pemberi gadai guna menebus harta gadai serta 
mengembalikan kepadanya.12 
Menurut KBBI, pinjam adalah memakai barang (uang, dan sebagainya) 
orang lain untuk sementara waktu.13 Dari pengertian tersebut dapat diartikan 
bahwa harta pinjaman bukanlah harta kepemilikan pribadi. Maka harta pinjaman 
dan harta pribadi adalah dua hal yang berbeda. Kaitannya dengan rahn, 
berdasarkan syarat al-marhun poin keempat dan kelima disimpulkan bahwa 
harta yang digadaikan adalah harta pribadi, bukan harta yang terkait dengan hak 
orang lain layaknya harta pinjaman.  
Merujuk pada isi dan pasal dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
tentang rahn, definisi yang tertulis didalamnya menyebutkan bahwa barang yang 
digadaikan itu adalah barang pribadi. Di satu sisi Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah menuliskan rahn atau gadai sebagai penguasaan barang milik peminjam 
oleh pemberi jaminan sebagai jaminan.14 Sedangkan di sisi lain juga tertera 
aturan mengenai rahn dalam bentuk harta pinjaman. Hal ini jelas merupakan 
sesuatu yang bersifat tolak belakang antara satu dengan yang lainnya.  
Menggadaikan harta pinjaman sebenarnya merupakan sesuatu yang baru 
dalam syarat al-marhun sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Bukan 
hanya itu, definisi rahn dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan isi pasal 
                                                          
12 Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Op. Cit.,h. 107. 
 
13 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ((Jakarta: Balai 
Pustaka, 1997), h. 771. 
 
14 Ibid., h. 16. 
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385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang bertolak belakang akan 
menimbulkan ambiguitas hukum bagi masyarakat awam. Bentuk tolak belakang 
dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana telah disebutkan di atas 
tentu menjadikan rahn harta pinjaman menjadi obyek yang berbeda 
dibandingkan rahn pada umumnya yang menggunakan barang pribadi. Hal 
tersebut membuat rahn dalam bentuk harta pinjaman menjadi sesuatu yang 
menarik untuk dikaji dan dianalisis terutama mengenai konsep pasal 385 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur hal tersebut. 
Berangkat dari persoalan inilah penulis tertarik untuk meneliti tentang 
rahn berupa harta pinjaman, khususnya mengenai analisis fiqh mumalah terkait 
pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang rahn harta pinjaman. 
Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi komprehensif, maka penulis 
memfokuskan penelitian ini dengan judul “Analisis Pasal 385 Kompilasi 
Hukum Ekonomi Syariah Tentang Rahn Harta Pinjaman Ditinjau 
Menurut Fiqh Muamalah”. 
 
B. Batasan Masalah 
Agar penelitian ini dapat terarah sesuai dengan judulnya, maka penulis 
memberikan batasan terhadap masalah yang akan dibahas. Pembahasan tulisan 
ini dibatasi hanya pada analisis terhadap isi pasal 385 Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah tentang rahn harta pinjaman yang meliputi analisis terhadap 
konsep, tinjauan fiqh muamalah dan relevansi dengan aspek kemaslahatan. 
 
 
9 
 
 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat 
dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 
1. Bagaimana konsep rahn harta pinjaman dalam pasal 385 Kompilasi 
Hukum Ekonomi Syariah? 
2. Bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap rahn harta pinjaman dalam 
pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah? 
3. Bagaimana relevansi ketentuan pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah dengan rahn harta pinjaman dalam konteks kemaslahatan? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Setiap penelitian yang dilakukan pada dasarnya memiliki tujuan yang 
hendak dicapai oleh penulisnya. Maka dari itu tujuan yang hendak dicapai dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui konsep rahn harta pinjaman dalam pasal 385 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis tinjauan fiqh muamalah terhadap 
rahn harta pinjaman dalam pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah. 
3. Untuk menjelaskan relevansi ketentuan pasal 385 Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah dengan rahn harta pinjaman dalam konteks 
kemaslahatan. 
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E. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan m anfaat sebagai 
berikut: 
1. Bagi keperluan akademis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat 
menjadi sumbangan berarti bagi khazanah keilmuan di Fakultas Syariah 
dan Hukum khususnya pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah 
(Muamalah) dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya terkait 
pemahaman mengenai studi analisis terhadap pasal 385 Kompilasi 
Hukum Ekonomi Syariah tentang rahn harta pinjaman ditinjau menurut 
Fiqh Muamalah. 
2. Bagi keperluan praktis, penulis berharap tulisan ini dapat menjadi 
bahan masukan bagi para pembaca dan referensi penelitian lebih lanjut 
yang dimanfaatkan untuk memahami konsep rahn harta pinjaman. 
3. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana 
Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library 
research). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan 
dengan menggunakan literasi (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, 
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maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu.15 Selain itu juga 
terdapat jurnal, dan dokumen sebagai data dan bahan kajian yang dapat 
dipergunakan dari sumber-sumber kepustakaan. 
2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
yuridis-normatif. Secara normatif bermakna penelitian hukum yang 
memposisikan hukum sebagai bangunan sistem norma16, yaitu pendekatan 
melalui norma-norma hukum Islam berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits, dan 
pendekatan yuridis yaitu dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan 
peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.17 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam 
penelitian ini adalah dengan cara mengkaji, menganalisis, serta menelaah 
berbagai buku, kitab, undang-undang, tulisan atau sumber tertulis lainnya 
yang memiliki relevansi dengan objek pembahasan dalam penelitian ini. 
Jelasnya, sumber-sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi: 
a. Sumber data primer; adalah sumber data yang lansung memberikan 
data kepada pengumpul data18, dalam hal ini meliputi Al-Qur’an, 
                                                          
15 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam 
Penelitian, (Yogyakarta: C.V. Andi, 2010), h. 28. 
 
16 Hajar M, Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum & Fiqh, (Yogyakarta: 
Kalimedia, 2017), h. 65. 
 
17 Ibid., h. 68. 
 
18 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cet. Ke-28, (Bandung: 
Alfabeta, 2018), h. 225. 
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hadits, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau lebih tepatnya 
pasal 385 tentang rahn harta pinjaman. 
b. Sumber data sekunder; adalah sumber data yang tidak lansung 
memberikan data kepada pengumpul data19, dalam hal ini meliputi 
kitab-kitab fiqh, jurnal, hasil-hasil penelitian serta literatur yang 
mempunyai relevansi dengan kajian pada penelitian ini.  
c. Sumber data tersier atau bahan penunjang yang mencakup bahan-
bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data 
primer dan data sekunder. Misalnya: Kamus. 
4. Analisis Penelitian 
Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
isi (content analysis) yaitu melakukan analisis terhadap data yang telah 
diperoleh, artinya semua data yang telah terkumpul akan dianalisis secara 
utuh sehingga terlihat gambaran yang sistematis. Dari hasil penelitian 
tersebut, penulis menarik kesimpulan yang akan menjawab pokok- pokok 
permasalahan sebagaimana yang telah disebutkan diatas. 
5. Metode Penulisan  
a. Deduktif 
Dengan metode ini penulis memaparkan data yang bersifat umum 
untuk dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus. 
 
 
                                                          
19 Ibid. 
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b. Induktif  
Dengan metode penulisan ini penulis menguraikan suatu uraian dari 
hal yang bersifat khusus untuk dianalisis dan disimpulkan dalam suatu 
rumusan yang bersifat umum. 
 
G. Telaah Pustaka 
Rahn sebagai khasanah keilmuan yang senantiasa berkembang seperti 
halnya pada setiap objek bahasan fiqh muamalah, telah diatur dalam peraturan 
perundang-undangan yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Kompilasi 
Hukum Ekonomi Syariah. Maka telah banyak bahan pustaka baik buku, hasil 
penelitian, mapun jurnal ilmiah yang mengupas tentang rahn (gadai). Namun 
demikian, berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan penulis didapati 
bahwa belum terlalu banyaknya penelitian mengenai rahn (gadai) dan bahkan 
belum adanya penelitian mengenai analisis pasal dalam Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah.  
Dari beberapa literatur yang sudah ada, penulis belum menemukan yang 
membahas khususnya tentang rahn berupa harta pinjaman berdasarkan rumusan 
pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Meski ada penelitian yang 
dilakukan sebelumnya mengenai rahn, diantaranya adalah skripsi Muhammad 
Fahruzi Tahun 2015, mahasiswa Jurusan Muamalah yang berjudul 
“Pelaksanaan Gadai Syariah (Rahn) di Perum Pegadaian Cabang Ahmad Yani 
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Ditinjau dari Perspektif Fiqih Muamalah”. 20 Di dalam skripsi ini menjelaskan 
tentang tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan gadai syariah di Perum 
Pegadaian cabang Ahmad Yani. Tinjauan fiqih muamalah ini bertujuan untuk 
mendapat kepastian hukum syar’i terhadap pelaksanaan gadai syariah di Perum 
Pegadaian cabang Ahmad Yani. 
Skripsi yang ditulis oleh Saddam Hasri, mahasiswa Jurusan Muamalah 
UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Pengambilan Hasil Gadai Lahan 
Sawit dan Karet serta Dampaknya terhadap Penggadai Menurut Perspektif Fiqh 
Muamalah (Studi di Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan 
Hilir)”.21 Di dalam skripsi ini hanya membahas mengenai sejauh mana praktek 
gadai lahan sawit dan karet di desa Siarang-Arang kecamatan Pujud tersebut 
dalam kesesuaiannya dengan norma-norma hukum Islam.  
Skripsi yang ditulis oleh Dwi Febriani, mahasiswa Jurusan Muamalah UIN 
Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Konsep Gadai dan Pemanfaatan 
Barang Gadai Menurut Sayyid Sabiq”.22 Skripsi yang ditulis ini bersifat studi 
pustaka (library research). Di dalam skripsi ini membahas mengenai pendapat 
Sayyid Sabiq tentang gadai serta pemanfaatan barang gadai menurut Sayyid 
Sabiq dan fuqoha’ lainnya. 
                                                          
20 Muhammad Fahruzi, “Pelaksanaan Gadai Syariah (Rahn) di Perum Pegadaian Cabang 
Ahmad Yani Ditinjau dari Perspektif Fiqih Muamalah”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan 
Syarif Kasim: 2015. t.d. 
 
21 Saddam Hasri, “Pengambilan Hasil Gadai Lahan Sawit dan Karet serta Dampaknya 
terhadap Penggadai Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Desa Siarang-Arang Kecamatan 
Pujud Kabupaten Rokan Hilir)”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim: 2013. t.d. 
 
22 Dwi Febriani, “Konsep Gadai dan Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Sayyid Sabiq”, 
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim: 2011. t.d. 
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Patut digaris bawahi dalam telaah pustaka ini, secara sadar penulis 
mengakui bahwa telah ada beberapa mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau yang telah melakukan penelitian tentang berbagai hal yang 
berkaitan dengan rahn. Di sisi lain, dari telaah pustaka ini juga didapati bahwa 
belum adanya penelitian yang berkaitan dengan analisis terhadap Kompilasi 
Hukum Ekonomi Syariah. Dari penelusuran karya skripsi yang telah disebutkan 
diatas belum ada penelitian yang spesifik meneliti tentang “Analisis Pasal 385 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Rahn Harta Pinjaman Ditinjau 
Menurut Fiqh Muamalah”. Penelitian ini tentunya berbeda dengan beberapa 
penelitian yang tersebut di atas. Dalam penelitian ini lebih difokuskan 
menganalisa rahn harta pinjaman melalui pendekatan yuridis-normatif, yakni 
dari sudut pandang Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk memudahkan penulis dalam menulis dan menyelesaikan penelitian 
ini serta untuk memudahkan pembaca dalam memahami sistematika dan isi 
tulisan dari penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan kedalam lima 
bab sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab ini memuat latar belakang masalah, batasan 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian,  metode penelitian, telaah pustaka, dan 
sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KOMPILASI HUKUM 
EKONOMI SYARIAH 
Bab ini berisikan tinjauan umum tentang Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah yang terdiri dari: sejarah perumusan 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sumber-sumber 
Perumusan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sistematika 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah dalam perspektif fiqh, dan kedudukan 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan 
Perundang-Undangan Nasional. 
 
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG RAHN HARTA 
PINJAMAN 
Dalam bab ini penulis kemukakan teori dan konsep rahn 
yang meliputi definisi rahn, dasar hukum rahn, rukun dan 
syarat rahn, penjelasan mengenai rahn berupa harta 
pinjaman, penyelesaian dan batalnya akad rahn, serta hikmah 
rahn. 
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
Bab keempat merupakan inti penelitian, dimana berisi 
mengenai konsep rahn harta pinjaman dalam pasal 385 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan analisis fiqh 
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muamalah terhadap rahn harta pinjaman dalam pasal 385 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta relevansi 
ketentuan pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
tentang rahn harta pinjaman dalam konteks kemaslahatan. 
BAB V PENUTUP 
Bab kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan 
yang diperoleh berdasarkan penelitian yang dilakukan dan 
saran-saran yang berpijak dari hasil penelitian. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH 
 
A. Sejarah Perumusan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah23 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah perangkat peraturan yang 
menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 yang mempunyai fungsi sebagai pedoman 
bagi para hakim dalam lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa, 
mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah. 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diterbitkan dalam bentuk Peraturan 
Mahkamah Agung  (PERMA) No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini menjadi referensi 
pokok bagi para hakim peradilan agama, para praktisi perbankan syariah, para 
teoritis, dan mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Syariah di seluruh 
Indonesia. 
Sejarah dibentuknya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak dapat 
terlepas dari amanat Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU 
No.  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama.  Pasal  tersebut  memberikan 
kewenangan tambahan kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa  
                                                          
23 Tentang sejarah  penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini secara lengkap dapat 
dilihat di, Hukum Online, Menguntit Jejak Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Artikel diakses pada 
30 November 2019 dari www.hukumonline.com; lihat juga, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan 
Masyarakat Madani, Op. Cit., h. 251-288. 
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ekonomi syariah.24 Pasca diundangkannya UU No. 3 Tahun 2006 tersebut, 
Mahkamah Agung menyusun beberapa kebijakan salah satunya dengan 
membentuk hukum formil dan hukum materiil sebagai pedoman penyelesaian 
sengketa ekonomi syariah bagi para hakim di lingkup pengadilan agama. 
Kegiatan yang menyangkut hukum formil dan materiil ekonomi syariah, 
Ketua Mahkamah Agung RI telah membentuk tim Penyusunan Kompilasi 
Hukum Ekonomi Syariah yang susunannya adalah sebagai berikut:25 
1. Pengarah : Ketua Mahkamah Agung RI, Wakil Ketua Mahkamah 
Agung RI Bidang Non Yudisial, Ketua Muda Mahkamah Agung RI 
Urusan Lingkungan Peradilan Agama, Ketua Muda Mahkamah Agung 
RI Bidang Pembinaan, Sekretaris Mahkamah Agung RI, Direktur 
Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. 
2. Ketua : Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum. 
3. Wakil Ketua : Dr. H. Rifyal Ka’bah, MA. 
4.  Sekretaris : Drs. H. Zainuddin Fajari, SH., MH. 
5. Wakil Sekretaris : Drs. H. Farid Ismail, SH., MH. 
                                                          
24 Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama menyebutkan: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus 
dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: 
a. Perkawinan; b. Warisan; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadaqah; dan i. 
Ekonomi syari’ah”. 
Ekonomi syariah dalam Penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 disebutkan: “Yang 
dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut 
prinsip syariah, antara lain meliputi: a. Bank syariah; b. Lembaga keuangan mikro syariah; c. 
asuransi syariah; d. Reasuransi syariah; e. Reksadana syariah; f. Obligasi dan surat berharga 
berjangka menengah syariah; g. Sekuritas syariah; h. Pembiayaan syariah; i. Pegadaian syaiah; j. 
Dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan k. Bisnis syariah.” 
 
25 Lihat, Surat Keputusan Nomor KMA/097/SK/X/2006 Tentang Penunjukkan Tim 
Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
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6. Anggota-anggota : Dr. H. Abdurrahman, SH.; MH.; Drs. H. 
Habiburrahman, M. Hum.; Drs. H. Zuffron Sabrie, SH., MH.; Drs. H. 
Hidayatullah, SH., MH.; Drs. H. Amran Suadi, SH., MM., M.Hum.; 
Drs. H. Edi Riadi, SH., MH.; Drs. H. Hasan Bisri, SH., M.Hum.; Drs. 
H. Said Munji, SH., MH.; Drs. H. Sayed Usman, SH., MH.; H. Empud 
Mahfuddin, SH., MH.; dan Drs. H. Endang Ali Maksum, MH. 
7. Sekretariat : Drs. Gasbi Hasan, MH.; Arief Gunawan, SH., MH,; 
Umiyati, SH.; Drs. Asril Lusa, SH.; Drs. M. Fauzan, SH., MH.; Drs. 
Sahidin Mustafa, MH.; Slamet Riyanto, SH.; Asep Nursobah, S.Ag. 
Tugas dari Tim Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu 
pertama: menghimpun dan mengolah bahan/materi yang diperlukan, kedua: 
menyusun draft naskah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ketiga: 
menyelenggarakan diskusi dan seminar yang mengkaji draft naskah tersebut 
dengan lembaga, ulama, dan para pakar ekonomi syariah, keempat: 
menyempurnakan naskah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan kelima: 
melaporkan hasil penyusunan tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung RI. 
Agar kerja tim tersebut dapat berjalan secara efektif, maka tim dibagi 
menjadi empat kelompok sebagai berikut: Koordinator Prof. Dr. H. Abdul 
Manan, S.H., S.IP., M.Hum., mengkoordinir hal-hal yang berhubungan dengan 
perbankan syari’ah; Koordinator Dr. H. Rifyal Ka’bah, M.A., mengkoordinir 
hal-hal yang berhubungan dengan lembaga keuangan mikro syari’ah, obligasi 
dan surat-surat berharga syari’ah, reksadana syari’ah, dan pasar modal syari’ah; 
Koordinator Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., mengkoordinir hal-hal yang 
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berhubungan dengan asuransi dan reasuransi syari’ah, pegadaian syari’ah, dana 
pensiun lembaga keuangan syari’ah, pembiayaan syari’ah dan sekuritas syari’ah; 
dan Koordinator Drs. H. Habiburrahman, M.Hum., mengkoordinir hal-hal yang 
berhubungan dengan bisnis syari’ah dan mu’amalah Islam. 
Langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Tim tersebut adalah:  
1. Menyesuaikan pola pikir (united legal opinion) dalam bentuk seminar 
ekonomi syari’ah di Hotel Sahid Kusuma Solo pada tanggal 21-23 
April 2006 dan di Hotel Sahid Yogyakarta pada tanggal 4-6 Juni 2006. 
Pembicara dalam dua seminar tersebut adalah para pakar ekonomi 
syariah, baik dari perguruan tinggi, DSN/MUI, Basyarnas, dan para 
praktisi perbankan syariah (Bank Muamalat) serta para hakim dari 
lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama.  
2. Mencari format yang ideal (united legal frame work) dalam bentuk 
pertemuan dengan BI dalam rangka mencari masukan tentang segala 
hal yang berlaku pada BI terhadap ekonomi syariah dan sejauh mana 
pembinaan yang telah dilakukan oleh BI terhadap perbankan syariah. 
Acara tersebut dilaksanakan di Hotel Bidakara Jakarta tanggal 7 Juni 
2006. Selain itu juga telah dilaksanakan Semiloka tentang ekonomi 
syariah di Hotel Grand Alia Cikini Jakarta tanggal 20 November 2006. 
Pembicara dalam acara tersebut adalah para pakar ekonomi syariah 
dari BI, Pusat Komunikasi Ekonomi Syari’ah (PKES), MUI, Ikatan 
Para Ahli Ekonomi Syariah dan para praktisi hukum.  
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3. Melaksanakan kajian pustaka (library research). Untuk melengkapi 
referensi, Tim KHES telah melakukan studi banding ke Pusat Kajian 
Ekonomi Islam Universitas Islam Internasional Kuala Lumpur, Pusat 
Takaful Malaysia Kuala Lumpur, Lembaga Keuangan Islam dan 
Lembaga Penyelesian Sengketa Perbankan di Kuala Lumpur pada 
tanggal 16-20 November 2006. Studi banding juga dilaksanakan ke 
Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Islam Universitas Islam 
Internasional Islamabad, Shariah Court Pakistan, Mizan Bank 
Islamabad Pakistan, Bank Islam Pakistan. 
Hasil studi yang telah dilakukan kemudian diolah dan dianalisis. Namun 
Tim Penyusun tidak bekerja sendiri. Mereka menunjuk Tim Konsultan dengan 
sebagian data telah disiapkan oleh Tim Penyusun, dan sebagian lagi disiapkan 
oleh Tim Konsultan. Tim Konsultan tersebut berasal dari UIN Sunan Gunung 
Jati Bandung dan Prof. Atjep Dzajuli menjadi koordinatornya. Anggotanya 
terdiri dari sepuluh orang dimana lima diantaranya adalah guru besar. Pertemuan 
antara Tim Penyusun dengan Tim Konsultan melahirkan kesepakatan tentang 
garis besar draft Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
Selama empat bulan Tim Penyusun dan Tim Konsultan berkolaborasi, 
hasilnya adalah draft Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang terdiri dari 1015 
pasal. Kepada hukumonline, Atjep Dzajuli pernah bercerita, timnya sanggup 
menyusun draft Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah secepat itu setelah merujuk 
pada kitab Majallah al-Ahkam yang merupakan kitab undang-undang hukum 
perdata Islam yang disusun Pemerintah Turki Utsmani pada tahun 1800-an. 
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Untuk pembahasan materi dan isi draft Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah tersebut telah dilaksanakan beberapa kegiatan, yaitu:  
1. Diskusi pertama pada tanggal 14-16 Juni 2007 di Hotel Yasmin 
Cianjur Bogor. Hasil dalam diskusi tersebut adalah kesepakatan untuk 
penyempurnaan draft terutama dalam sistematika, metodologi, dan 
beberapa materi yang belum masuk.  
2. Pertemuan dengan tim konsultan pada tanggal 27-28 Juli 2007 di Hotel 
Panghegar Bandung. Hasil dalam pertemuan ini adalah kesepakatan 
bahwa dari segi sistematika dan metodologi Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah sudah memadai, tetapi dari segi substansi perlu 
disempurnakan lagi, terutama yang berhubungan dengan wanprestasi 
(cedera janji), perbuatan melawan hukum, ganti rugi dan overmach. 
Selain itu, hal-hal yang menyangkut sanksi dan pidana supaya dihapus 
karena menjadi kewenangan legislatif. 
3. Finalisasi dalam satu bulan ke depan sejak pertemuan di atas yang 
dilakukan dalam dua kali pertemuan yakni: pertama, tanggal 26-28 
Maret 2008 di Hotel Permata Garden Bandung; dan kedua, tanggal 28-
30 April 2008 di Hotel Yasmin Cianjur. 
4. Pertemuan terakhir dilaksanakan tanggal 10 Juni 2008 di Wisma Haji 
Jalan Jaksa Jakarta. Pertemuan ini diadakan untuk mengecek kembali 
pasal-pasal yang dianggap masih tidak sesuai dengan bahasa Indoneisa 
dan menyusun kembali dengan tata bahasa Indonesia yang baik. 
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Serangkaian kegiatan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, 
memadatkan jumlah pasal Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dari 1015 pasal 
hingga akhirnya menjadi 790 pasal.26 Sistematika Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah pun dibuat menjadi 4 Buku. Tim penyusun dan Tim Konsultan sepakat 
akan berniat membenahi bagian yang masih mengandung celah. Sudah barang 
tentu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini banyak kekurangannya. 
Waktu yang digunakan dalam penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah memang sangat singkat sekali, kurang lebih hanya satu tahun masa kerja. 
Sementara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah kompilasi hukum positif 
yang tentunya menghendaki format yang baku. Artinya, jika Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah yang katanya sudah final ini mulai disosialisasikan, 
pembahasan secara kritis untuk tujuan penyempurnaan harus terus dilakukan 
oleh berbagai pihak, sehingga dapat mencapai format yang ideal. 
 
B. Sumber-Sumber Perumusan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
Sumber-sumber yang dimaksud disini adalah sumber hukum Islam dan 
sumber lainnya yang dijadikan rujukan dalam penyusunan Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah. Sumber hukum Islam dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:27 
                                                          
26 KHES yang saat ini digunakan merupakan KHES edisi revisi yang telah dibukukan atas 
kerja sama dengan Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). Dalam 
buku KHES tersebut berisi 790 pasal dan buku itulah yang saat ini menjadi referensi pokok bagi 
para hakim Peradilan Agama, para praktisi perbankan syariah, para teoritis dan mahasiswa Fakultas 
Hukum dan Fakultas Syariah di seluruh Indonesia, termasuk menjadi sumber primer bagi penulis. 
 
27 Para ulama membagi dalil hukum syara’ menjadi dua. Pertama, dalil yang disepakati 
(muttafaq); Kedua, dalil yang tidak disepakati (mukhtalaf). Dalil yang disepakati terdiri dari empat 
macam, yaitu Al-Qur’an, Hadits, Ijma’, dan qiyas. Apabila terjadi suatu peristiwa, maka harus 
dilihat terlebih dahulu hukumnya di dalam al-Qur’an, jika tidak ditemukan, maka dilihat hukumnya 
dalam hadits, jika tidak ditemukan maka dilihat hukumnya di dalam ijma’, jika tidak ditemukan 
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1. Sumber-sumber hukum yang disepakati (mashadir al-ahkam al-
muttafaq ‘alaih) atau sering disebut sumber-sumber utama. 
2. Sumber-sumber hukum yang diperselisihkan (mashadir al-ahkam al-
mukhtalaf fiha). 
Mengacu pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, adapun kitab yang 
dijadikan rujukan dalam penyusunannya antara lain adalah:28 
1. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, karya Wahbah az-Zuhaili, Damaskus: 
Dar al-Fikr, 2006, cet. ke-9. 
2. Al-Fiqh al-Islami fi Tsaubihi al-Jadid, karya Mustafa Ahmad al-Zarqa, 
Damaskus: Dar al-Fikrm 2006, cet. ke-9. 
3. Al-Mu’amalat al-Madiyah wa al-Adabiyah, karya Ali Fikr, Mesir, 
Mustafa al-babi al-Halabi, 1948. 
4. Al-wasith fi Syarh al-Qanun al-Madani al-Jadid, karya Abd. Al-Razaq 
Ahmad al-Sanhuri, Beirut: Dar al-Ihya’ al-Turats al-‘Arabi. 
5. Al-Muqaranat al-Tasyri’iyyah baina al-Qawanin al-Wadh’iyah al-
Madaniyah wa al-Tasyri’ al-Islami, karya Sayyid Abdullah Ali 
Husaini, Mesir: Dar as-Salam, 2001, cet. ke-1. 
6. Durar al-Hukkam; Syarh Majallat al-Ahkam, Karya Ali Haidar, 
Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1991, cet. ke-1. 
                                                          
juga, maka berijtihad untuk mendapat hukumnya dengan menggunakan qiyas. Lihat, Sapiudin 
Shidiq, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 25. Adapun dalil yang tidak disepakati (mukhtalaf) 
ada tujuh, yaitu istihsan, maslahah mursalah (istislah), istishab, urf, madzhab sahabi, syar’u man 
qablana, dan sadduz zariah. 
 
28 Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Op. Cit., h. 264-265. 
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7. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI, Jakarta: DSN-MUI 
dan Bank Indonesia, 2006, Edisi Revisi. 
8. Peraturan Bank Indonesia tentang Perbankan Syariah. 
9. PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 59 tanggal 1 
Mei 2002 tentang Perbankan Syariah. 
Perujukan kepada Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas dapat dilihat 
secara general dari ketentuan tentang harta, akad, jual beli, jual beli salam, dan 
lain-lain. Adapun perujukan terhadap sumber-sumber yang diperselisihkan, 
dapat dilihat dari kasus per kasus. Dalam penggunaan dalil istihsan29 dapat 
dilihat dari kebolehan jual beli pesanan (bai’ as-salam) dan istisna’. Dalil 
maslahat atau istislah, ’urf juga sudah banyak mewarnai didalamnya. 
Jadi pada dasarnya, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengacu kepada 
sumber-sumber hukum Islam yang sudah populer, dari sumber-sumber primer 
sampai sumber-sumber sekunder. Artinya dalam perspektif fiqh mazhabi, 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah mengakomodir dari semua mazhab 
yang mempunyai metode istidlal yang berbeda-beda. Meskipun dalam teori 
                                                          
29 Dilihat dari segi bahasa kata istihsan adalah bentuk mashdar dari kata  نسحتسيَ – نسحتسا - 
 اناسحتساartinya menganggap sesuatu lebih baik, adanya sesuatu itu lebih baik, atau mengikuti sesuatu 
yang lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti. Lihat, Sapiudin Shidiq, Op. Cit., h. 82. 
Istihsan adalah adanya diktum hukum yang menyimpang dari kaidah yang berlaku, karena ada faktor 
lain yang mendorong agar keluar dari keterikatannya dengan kaidah itu, yang dipandang justru akan 
lebih dekat pada tujuan syara’, dibanding seandainya teta p terpaku dan berpegang teguh pada kaidah 
di atas. lihat, Abu Zahrah, Ushul Fiqh, Alih Bahasa oleh Saefullah Ma’shum dkk, (Jakarta: Pustaka 
Firdaus, 2008), h. 401-402.  
Istihsan adalah salah satu cara untuk mengambil keputusan yang tepat menurut suatu 
keadaan. Misalnya, hukum Islam melindungi dan menjamin hak milik seseorang. Hak milik 
seseorang hanya dapat dicabut kalau disetujui oleh pemiliknya. Dalam keadaan tertentu untuk 
kepentingan yang mendesak, penguasa dapat mencabut hak milik seseorang dengan paksa, dengan 
ganti kerugian tertentu kecuali kalau ganti-rugi itu tidak dimungkinkan. Lihat, Mohammad Daud 
Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Depok: Rajawali 
Pers, 2017), h. 122. 
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dikatakan bahwa mazhab fiqh yang berkembang di Asia Tenggara adalah 
mazhab Syafi’i30 tetapi dalam realitanya cenderung berwarna eklektik (talfiq)31.  
Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat disebut sebagai 
media refleksi fiqh mazhabi dan metodologi hukum Islam untuk konteks ke-
Indonesia-an. Secara metodologis (ushuli), talfiq atau eklektik dalam istidlal 
atau dalam mazhab fiqh itu dibenarkan jika dalam konteks memilih dalil 
(istidlal) yang lebih kuat.32 Pada dasarnya, talfiq dibolehkan dalam Islam, 
selama tujuan melaksanakannya semata-mata mengikuti pendapat yang lebih 
kuat argumentasinya, yaitu setelah meneliti dalil-dalil dan analisis masing-
masing pendapat tersebut. Namun bila talfiq itu dimaksudkan untuk mencari 
keringanan dan mengumpulkannya dalam suatu perbuatan tertentu, hal itu 
tidaklah dibenarkan menurut pandangan jumhur ulama.33 
                                                          
30 Untuk mengetahui kenapa umat Islam di Asia Tenggara pada umumnya bermadzhab 
Syafi’i adalah sebagai berikut: ketika pedagang-pedagang Arab melakukan perjalanan dagangnya 
ke arah Timur, di Asia Tenggara; daerah yang mereka singgahi terlebih dahulu adalah Aceh, 
Semenanjung Malaka, dan Siam. Ketiga negeri ini ini; Pasai, Patani, dan Malaka adalah sebagai 
pusat penyiaran agama Islam. pembawa Islam yang rata-rata datang dari Jazirah Arab seperti Arab, 
Yaman, dan Hadramaut yang bermadzhab Syafi’i , melakukan kunjungan secara beralih-beralih di 
pusat penyebaran Islam tersebut. Lebih lanjut lihat, Amir Syarifuddin, Meretas Kebekuan Ijtihad: 
Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 106-114. 
 
31 Talfiq menurut istilah adalah mengambil pendapat seorang mujtahid kemudian mengambil 
lagi dari seorang mujtahid lain, baik dalam masalah yang sama maupun dalam masalah yang 
berbeda. Dengan kata lain, talfiq adalah memilih pendapat dari berbagai pendapat yang berbeda dari 
kalangan ahli fiqh. Ulama Jumhur mengklasifikasikan talfiq kepada dua macam yaitu: (a) Talfiq 
yang dibolehkan, yaitu mengambil yang teringan di antara pendapat-pendapat para Mujtahid 
(mazhab) dalam beberapa masalah yang berbeda; (b) Talfiq yang tidak dibolehkan, yaitu mengambil 
yang teringat dari pendapat-pendapat para mujtahid dalam suatu masalah. Lihat, M. Ali Hasan, 
Perbandingan Mazhab, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. ke-5, 2003), h. 89-90. 
 
32 Abdul Mughits, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum 
Islam, dimuat dalam Jurnal Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008, h.154. 
 
33 Alaiddin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. ke-5, 2014), h. 
125. 
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Disamping itu, ada beberapa pasal yang terkait sekali dengan fatwa DSN, 
baik dalam formula yang hampir sama ataupun merujuk sebagian saja. 
Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.34 
Fatwa DSN-MUI Materi Fatwa Penyerapan KHES 
No. 5/DSN-MUI/IV/2000 Jual Beli Salam Jenis-Jenis Jual Beli 
No. 6/DSN-MUI/IV/2000 Ba’i al-Istisna’ Jenis-Jenis Jual Beli 
No. 4/DSN-MUI/IV/2000 Murabahah Jual Beli Murabahah 
Konversi Akad 
Murabahah 
No. 16/DSN-MUI/IV/2000 Diskon dalam 
Murabahah 
No. 47/DSN-MUI/IV/2005 Penyelesaian Piutang 
Murabahah Bagi 
Nasabah yang Tidak 
Mampu Membayar 
No. 48/DSN-MUI/II/2005 Penjadwalan Kembali 
Akad Murabaha 
No. 49/DSN-MUI/II/2005 Konversi Akad 
Murabahah 
No. 8/DSN-MUI/2000 Pembiayaan 
Musyarakah 
Kontrak Kerja Sama 
(Syirkah) 
No. 9/DSN-MUI/2000 Pembiayaan Ijarah Sewa-Menyewa 
No. 10/DSN-MUI/2000 Wakalah Wakalah (Pemberian 
Kuasa) 
No. 11/DSN-MUI/2000 Kafalah Penjaminan 
(Kafalah) 
No. 12/DSN-MUI/2000 Hiwalah  Hiwalah 
(Pemindahan Utang) 
No. 21/DSN-MUI/2001 Pedoman Umum 
Asuransi Syariah 
Asuransi  
No. 39/DSN-MUI/2002 Asuransi Haji 
 
Fakta demikian memberikan dorongan terhadap DSN-MUI dan para pakar 
dalam KHES untuk lebih produktif, sebagai tugas keumatan. Fungsi mediator 
MUI ini sangat strategis untuk selalu mengakomodir kenyataan sosiologis umat 
Islam, pendapat para ulama akar rumput untuk dijadikan pertimbangan dalam 
pengambilan fatwa-fatwanya. 
                                                          
34 Abdul Mughits, Op. Cit., h.154-155. 
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C. Sistematika Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdiri atas empat buku dan 790 pasal. 
Buku I mengatur tentang subjek hukum dan amwal. Buku II mengatur tentang 
akad mulai dari asas-asas akad, akad yang dikenal dalam fiqh sampai akad multi 
jasa dan pembiayaan rekening koran syariah. Buku III mengatur tentang zakat 
dan hibah. Buku IV mengatur akuntansi syariah yang meliputi antara lain 
akuntansi piutang, akuntansi pembiayaan, investansi, dan akuntansi equitas. 
Meskipun masih banyak kekurangannya, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
dianggap cukup memadai sebagai hukum materiil (terapan) untuk 
mengantisipasi sengketa ekonomi syariah yang diajukan ke Peradilan Agama.35 
Buku I tentang subjek hukum dan amwal terdiri dari 3 bab dan 19 pasal 
(mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 19). Buku II tentang akad terdiri dari 29 
bab dan 648 pasal (mulai dari pasal 20 sampai dengan pasal 667). Buku III 
tentang zakat dan hibah terdiri dari 4 buku dan 60 pasal (mulai dari pasal 668 
sampai dengan pasal 727). Buku IV tentang akuntansi syariah terdiri dari 7 bab 
dan 63 pasal (mulai dari pasal 728 sampai dengan pasal 790). 
Jika melihat dari sistematika dari  Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 
jelas terlihat bahwa hampir 80% atau sekitar 658 Pasal dalam 790 Pasal (Pasal 
20-Pasal 667) membahas norma berkaitan dengan akad. Dari ketentuan norma-
norma dalam KHES tersebut, ketentuan fatwa-fatwa DSN MUI menjadi salah 
satu norma yang banyak diadopsi, di samping menggali hukum pada sumber 
                                                          
35 Rivai Veithzal dkk, Ekonomi Syariah: Konsep, Praktek, dan Penguatan Kelembagaannya, 
(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 208. 
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hukum Islam yang banyak dikaji para ulama. Adopsi ketentuan fatwa DSN-MUI 
dalam KHES pada prinsipnya merupakan suatu hal yang tidak dapat dinafikan 
jika melihat keberadaan MUI sebagai representasi dari para ulama di Indonesia, 
dan pasca diundangkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah, legitimasi produk MUI lebih diakui oleh negara.36 
 
D. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Fiqh 
Ulama sependapat bahwa di dalam syariat Islam telah terdapat segala 
hukum yang mengatur semua tindak-tanduk manusia, baik perkataan maupun 
perbuatan. Hukum-hukum itu adakalanya disebutkan secara jelas serta tegas dan 
adakalanya pula hanya dikemukakan dalam bentuk dalil-dalil dan kaidah-kaidah 
secara umum. Untuk memahami hukum islam dalam bentuk yang disebut 
pertama tidak diperlukan ijtihad, tetapi cukup diambil begitu saja dan diamalkan 
apa adanya, karena memang sudah jelas dan tegas disebut oleh Allah SWT. 
Adapun untuk mengetahui hukum Islam dalam bentuk kedua diperlukan upaya 
yang sungguh-sungguh oleh para mujtahid untuk menggali hukum yang terdapat 
di dalam nash melalui pengkajian dan pemahaman yang mendalam. Keseluruhan 
hukum yang ditetapkan melalui cara seperti disebut terakhir ini disebut fiqh.37 
                                                          
36 Pasal 26 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah secara tegas menyebutkan, 
Ayat (1): “Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan atau 
produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada ketentuan prinsip syariah. Ayat (2): “Prinsip syariah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia”. Ayat (3): “Fatwa 
sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Dalam 
Rangka penyusun Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia 
membentuk komite perbankan syariah”. 
 
37 Alaiddin Koto, Op. Cit., h. 1. 
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Dilihat dari sudut bahasa, fiqh berasal dari kata هقف (faqiha) yang berarti 
“memahami’ dan “mengerti”.38 Etimologi ini sebagaimana juga tertera dalam 
firman Allah SWT Surah At-Taubah ayat 122. 
 َفَن َلَۡولَف 
 
ٗة ٓفاَك ْاوُرِفنَيِل َنُونِمۡؤُمۡلٱ َناَك اَمَو۞ ۡمُهۡن ِ م ٖةَقِۡرف ِ لُك نِم َر ٞةَفِٓئاَط  ِ ل ْاوُه قََفتَي
 ۡمِهَۡيلِإ ْآُوعَۡجَر َاذِإ ۡمُهَمۡوَق ْاوُرِذُنيِلَو ِنيَ ِ دلٱ ِيف َنوَُرذۡحَيَ ۡمُه لََعۡل ١٢٢  
Artinya: “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan 
perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka 
beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang 
agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka 
telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”39 
 
Secara istilah, fiqh yaitu: 
 ةيعرشلا ماكحلْاب ملعۡلاةيلصفتلا اهتلدا نم بستكملا ةيلمعۡلا  
Artinya: “Pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ mengenai perbuatan 
manusia yang diambil dari dalil-dali yang terperinci (mendetail)”40 
Berdasarkan definisi di atas, Rasyad Hassan Khalil menjelaskan bahwa 
pembatasan hukum syara’41 dengan kata praktis bertujuan untuk untuk 
membatasi objek ilmu fiqh karena ia hanya membahas perbuatan indrawi 
manusia, seperti amal seseorang atau perbuatannya. Dengan demikian, ilmu fiqh 
                                                          
38 Ahmad Warson Munawir, Al-Munawwir: Kamus Arab – Indonesia Terlengkap, (Surabaya: 
Pustaka Progresif, 1997), h. 1067. 
 
39 Departemen Agama RI, Op. Cit., h. 277. 
 
40 Abu Zahrah, Op. Cit., h. 2. 
 
41 Yang dimaksud dengan hukum-hukum syara’ disini adalah setiap hukum yang bersumber 
dari Al-Qur’an dan As-Sunnah seperti wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, sesuatu yang menjadi 
syarat, sebab, penghalang bagi sesuatu yang lain, akad menjadi sah, batal, dan rusak. Lihat, Rasyad 
Hassan Khalil, Tarikh Tasyri’: Sejarah Legilasi Hukum Islam, (Jakarta: Amzah, Cet. ke-2, 2010), 
h. 5. 
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tidak memuat hukum-hukum yang berkaitan dengan keyakinan atau akhlak. 
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pembatasan kata ilmu tentang hukum syara’ 
dengan kata yang digali dari sumber-sumber terperinci untuk menjelaskan 
bahwa fiqh merupakan hasil dari sebuah ijtihad, istinbat (menggali hukum), 
nazhar (observasi), dan istidlal (berdalil).42 
Abdul Wahhab Khallaf juga mengartikan fiqh sebagai pengetahuan 
tentang hukum-hukum syara’ yang praktis, yang diambil dari dalil-dalilnya 
secara terperinci. Atau dengan kata lain, ilmu fiqh adalah kompilasi hukum-
hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalilnya secara 
terinci.43 
Dapat dipahami bahwa unsur-unsur dalam definisi fiqh ini adalah: 
1. Ilmu tentang hukum syara’ 
2. Hukum Syara’ tersebut berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang 
bersifat praktis dan konkret. 
3. Pengetahuan itu diperoleh dengan cara ijtihad atau istidlal, yaitu 
mencurahkan segala potensi dan kesempatan dalam rangka mencapai 
kesimpulan hukum yang diturunkan dari sumber pokoknya.  
4. Sumber-sumber hukum tersebut sudah terperinci menurut cabangnya 
masing-masing, baik yang bersifat qat’i maupun zanni. 
Dari uraian term fiqh di atas, maka Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
dapat dikategorikan sebagai produk pemikiran fiqh karena mencakup empat 
                                                          
42 Ibid. 
 
43 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Alih Bahasa oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, 
(Semarang: Dina Utama, tt), h. 1. 
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unsur di atas, yaitu berisi tentang hukum Islam (Syari’at); hukum tersebut 
tentang perbuatan mukallaf yang bersifat konkret; bahwa hukum tersebut digali 
dengan menggunakan metode ijtihad dan istidlal; dan hukum praktis itu digali 
dari sumber-sumbernya, yaitu Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan rasio (ra’yi).  
Dalam rangka merumuskan fiqh tentulah tidak dapat terlepas dari latar 
sosial-budaya masyarakat sekitarnya dan pada zamannya, sehingga fiqh selalu 
membawa warna lingkungannya, seperti fiqh-nya Imam Abu Hanifah (80-150 
H/699-767 M) lebih bercorak kedaerahan Kufah dan Bagdad dan fiqh Imam 
Malik (93-179 H/712-795 M) lebih bercorak lokal Madinah. Demikian juga, 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah fiqh yang sudah semestinya 
bercorak ke-Indonesia-an, karena memang lahirnya sebagai respon terhadap 
kebutuhan umat Islam akan penerapan hukum ekonomi di Indonesia.  
Bila melihat para pihak yang dilibatkan dalam penyusunan dan 
pembahasannya, Draft Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan produk 
ijtihad jama’i (kolektif). Diantara mereka adalah para praktisi hukum (hakim 
agung), akademisi, ulama (MUI), dan para praktisi perbankan syariah. Ijtihad 
jama’i (kolektif) adalah ijtihad yang dilakukan bersama-bersama oleh banyak 
ahli tentang satu persoalan hukum tertentu.44 Dalam ijtihad kolektif tidak 
mengharuskan semua orang harus menguasai persyaratan sebagai mujtahid, 
tetapi cukup  memberikan kontribusi sesuai dengan bidangnya masing-masing.45 
                                                          
44 Mohammad Daud Ali, Op. Cit., h. 117. 
 
45 Ijtihad kolektif adalah bentuk ijtihad yang terdiri dari para ahli di bidangnya masing-
masing. Kelompok ini terdiri dari berbagai ahli di bidang agama Islam dengan segala 
pembidangannya dan ahli dalam ilmu lain yang erat kaitannya, baik lansung maupun tidak lansung 
34 
 
 
 
Bila para ulama yang terlibat dalam penyusunan Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah ini diklasifikasikan dalam peringkat mujtahid, maka paling 
tidak ulama-ulama tersebut berada pada peringkat mujtahid fi al-madzhab, yaitu 
mujtahid yang mengikuti imam mazhab tertentu dalam metodologi ijtihad dan 
hukum-hukum fiqh-nya. Mujtahid ini mempunyai kapasitas keilmuan yang 
memadai tentang mazhabnya sehingga memungkinkan untuk mengeluarkan 
hukum dengan cara menghubungkannya dengan imam mazhab itu.  
Mujtahid seperti yang dijelaskan diatas juga disebut dengan mujtahid 
mukharrij karena ia men-takhrij (mengeluarkan) pendapat imam mazhabnya 
dalam menjawab persoalan hukum dari kasus lain yang serupa. Walaupun 
mujtahid ini berhasil menetapkan hukum sebagai hasil temuannya sendiri, tetapi 
ia selalu menghubungkan hukum sebagai yang ditetapkannya itu kepada imam 
mazhab yang diikutinya. Sehingga karena itu, pemikiran imam mazhab tersebut 
semakin berkembang dan komprehensif. Pemaparan diatas sama halnya dengan 
keadaan ulama yang menyusun Kompilasi Hukum Islam, yakni sama-sama 
merupakan ulama pada tingkatan mujtahid fi al-madzhab.46 
Hakim dalam kajian hukum Islam termasuk kategori mujtahid karena 
setiap keputusannya selalu mencerminkan hasil dari kegiatan ijtihadnya dan sah 
secara syar’i. Sifatnya memaksa dan mengikat semua pihak yang berperkara. 
Artinya, jika dalam penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah itu 
melibatkan para hakim agama, maka hal itu dapat disebut sebagai hasil ijtihad. 
                                                          
dengan masalah yang dibahas. Lebih lanjut lihat, Mardani, Ushul Fiqh, (Jakarta: Rajawali Pers, 
2013), h. 361-363. 
46 Lebih lanjut lihat, A. Malthuf Siroj, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Telaah 
Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, Cet. ke-2, 2017), h. 225. 
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Hal di atas sekaligus menegaskan bahwa secara umum fiqh itu bersifat 
zanni (relatif) ketika masih dalam tingkatan produk pemikiran, sehingga tidak 
mengikat setiap muslim. Tetapi, ketika fiqh itu naik menjadi qanun atau hukum 
positif atau menjadi rujukan bagi keputusan hakim di pengadilan maka otomatis 
mengikat setiap umat Islam atau pihak yang terlibat. Maka Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah merupakan bentuk dari peng-qanun-an terhadap fiqh.47 
 
E. Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan 
Perundang-Undangan Nasional 
 
Dalam catatan yang menggambarkan sejarah pembentukan KHES, 
disebutkan bahwa ketika pembentukan KHES perdebatan tidak terlalu sengit 
terjadi dibandingkan ketika penyusunan Kompilasi Hukum Islam dilakukan. 48 
Hal ini dikarenakan adanya gejala baru dalam politik hukum nasional dimana 
hukum Islam semakin mendapatkan tempat dalam sistem hukum dan perundang-
undangan nasional. 
Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang menggunakan payung 
hukum Inpres No. 1 Tahun 1991, dan kemudian ditindaklanjuti dengan 
Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi 
Presiden No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hingga saat ini 
masih menggunakan payung hukum Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 
2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
                                                          
47 Abdul Mughits, Op. Cit., h.151. 
 
48 Lebih lanjut lihat, Marzuki Wahid, Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter 
Legal Draft Kompilasi Hukum Islam, (Cirebon: Institut Studi Islam Fahmina, 2014), h. 105-127. 
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Jika dilihat persamaan keduanya, baik Kompilasi Hukum Islam maupun 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada awal dibentuknya bertujuan untuk 
menyiapkan pedoman seragam (unifikasi) bagi hakim pengadilan Agama.49 
Keberadaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hingga saat ini menjadi salah 
satu pedoman yang dapat digunakan oleh para hakim untuk memutuskan 
sengketa ekonomi syariah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 PERMA No. 
2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini sejalan 
dengan KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman 
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dinyatakan dalam bagian II 
Teknis Peradilan dalam hukum materiil bagi Peradilan Agama dan Mahkamah 
Syariyah salah satunya adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.50 
Terlepas dari adanya perluasan kewenangan ekonomi syariah kepada 
Pengadilan Agama maupun kesiapan pengadilan untuk itu, salah satu kelemahan 
dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah oleh banyak kalangan terletak pada 
payung hukum yang memberikan legitimasi atas keberadaan Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah tersebut. Jika menilik pada hierarki peraturan perundang-
                                                          
49 Pengadilan Agama berdasarkan surat edaran MA Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 
menyebutkan demi mengisi kekosongan hukum, maka seluruh hakim pengadilan agama dan 
Pengadilan Tinggi Agama dapat berpedoman kepada 13 kitab fiqh, yang hampir sebagian besar 
adalah kitab fiqh dari mazhab Syafi‟i. Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: 
PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 178. Jika merujuk pada klausulal “demi mengisi kekosongan 
hukum” maka pada prinsipnya, dapat dimaknai berpedoman pada 13 Kitab ini hanya dapat dilakukan 
ketika ketentuan ini belum diatur tegas dalam peraturan yang diakui dan digunakan dalam hukum 
materiil di Pengadilan Agama. Hal ini harus juga dipahami bahwa dalam prinsipnya hakim 
memegang prinsip “hakim tidak boleh menolak memutus perkara dengan alasan tidak ada dalil 
hukumnya”, karena pada hakikatnya hakim bertugas melakukan penemuan hukum. Lihat Pasal 16 
ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
 
50 Lihat lebih lanjut dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, 
(Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), h. 65.  
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undangan51, sebagai hukum materiil dalam sengketa ekonomi syariah, posisi 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah harus dikatakan cukup lemah, meskipun 
dalam Pasal 2 PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah tegas dinyatakan bahwa “tidak mengurangi tanggung jawab hakim 
dalam menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil”.   
Jika dilihat kedudukan hukum Peraturan Mahkamah Agung, pada 
prinsipnya diakui sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (4) UU No. 10 
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maupun 
dalam Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan52. Peraturan di luar ketentuan yang disebutkan dalam 
Pasal 8 tersebut diakui keberadaanya, dan dianggap mempunyai kekuatan 
hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi, atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Maka perlu dilihat 
terlebih dahulu apakah legitimasi Peraturan Mahkamah Agung tentang KHES 
ini dilahir atas dasar delegasi undang-undang yang lebih tinggi atau atas dasar 
kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Agung. 
                                                          
51 Lihat Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundangan-Undangan, yang merupakan revisi dari Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 
 
52 Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 
berbunyi: “(1) Jenis Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana yang dimaksud dalam 
pasal 7 ayat (1) memcakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan 
Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan atau lembaga yang 
setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat; (2) Peraturan Peundang-
Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan 
hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi 
atau dibentuk berdasarkan kewenangan. 
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Sedangkan jika merujuk KHES dengan payung hukum Peraturan 
Mahkamah Agung yang dibentuk tahun 2008 tersebut, maka perlu dilihat pada 
UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 
Ketika masih berlaku aturan tersebut, hanya dikenal peraturan yang 
diperintahkan dari undang-undang yang lebih tinggi. Kedudukan KHES ini 
dalam tertib pertaturan perundang-undangan tidak dapat secara apple to apple53 
dianggap sama dengan Fatwa DSN MUI. 
Pasal 26 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 
menyebutkan bahwa:  
(1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan 
Pasal 21 dan atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada 
ketentuan prinsip syariah. 
(2) Prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh 
Majelis Ulama Indonesia. 
(3) Fatwa sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (2) dituangkan dalam 
Peraturan Bank Indonesia. Dalam Rangka penyusun Peraturan Bank 
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia 
membentuk komite perbankan syariah. 
Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
perbankan syariah menyatakan bahwa “Fatwa sebagaimana dimaksud pasal 26 
                                                          
53 Jika diterjemahkan menjadi sebuah frasa yang mudah dimengerti, maka istilah apple to 
apple dapat diartikan sebagai perbandingan proporsional. Lihat, Argo, Apa frasa dalam bahasa 
Indonesia yang merupakan padanan frasa “apple to apple”?, Artikel diakses pada 30 November 
2019 dari https://id.quora.com/apa-frasa-dalam-bahasa-indonesia-yang-merupakan-padanan-frasa-
apple-to-apple.  
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ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia”, maka norma tersebut 
sejalan dengan norma pembentukan peraturan perundang-undangan 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 yang telah 
direvisi dalam pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan.  
Hanya saja, terlepas dari pengakuan norma dalam Peraturan Mahakamah 
Agung ini bersifat binding (mengikat) atau tidak, kedudukan Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah secara general tidak dapat dipertentangkan dengan ketentuan 
ekonomi syariah yang telah diatur dalam payung undang-undang, ketika Hakim 
memutuskan suatu perkara itu menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah dalam pertimbangan putusannya. Dengan demikian, ketika norma 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini digunakan sebagai materi pertimbangan 
dalam putusan hakim, secara hukum dianggap mengikat terhadap para pihak 
yang bersengketa.54 
                                                          
54 Ifa Lathifa Fitriani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pemaknaan  Hukum Islam 
dan Sistem Hukum Positif Di Indonesia, dimuat dalam jurnal Supremasi Hukum Vol. 5, No. 1, Juni 
2016, h. 71-72. 
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BAB III 
TINJAUAN UMUM TENTANG RAHN HARTA PINJAMAN 
 
A. Definisi Rahn (Gadai) 
Rahn (نهر) atau dalam bahasa Indonesia diartikan dengan gadai, berasal 
dari bahasa Arab  نهر-  انهرyang berarti menggadaikan (menjadikan jaminan 
sebagai utang). Selain itu juga berasal dari kata  تبث و مادyang berati kekal dan 
tetap.55 Secara etimologi, al-rahn berarti tetap dan lestari, seperti juga 
dinamakan al-habsu yang berarti penahanan. Begitu juga jika dikatakan 
“ni’matun rahinah” artinya karunia yang tetap dan lestari.56 Ar-rahnu juga 
berarti al-tsubut dan al-habs, yaitu penetapan dan penahanan, ada pula yang 
menjelaskan bahwa rahn adalah terkurung dan terjerat.57 
Di dalam hidup ini, adakalanya orang mengalami kesulitan pada suatu 
ketika. Untuk menutupi dan mengatasi kesulitan itu salah satu jalannya adalah 
dengan meminjam uang kepada pihak lain, apakah itu lembaga penggadaian atau 
kepada perorangan. Pinjaman tersebut haruslah disertai dengan jaminan (borg). 
Dalam Islam, konsep seperti ini dikenal dengan nama rahn atau gadai. 
Secara terminologi, rahn (gadai) adalah memberikan suatu barang untuk 
ditahan dan dijadikan sebagai pinjaman / pegangan manakala salah si peminjam  
                                                          
55 Ahmad Warson Munawwir, Op. Cit., h. 541. 
 
56 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 5, Alih Bahasa oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, 
(Jakarta: Tim Abadi Gemilang, Cet. ke-2, 2013), h. 125. 
 
57 Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 
h. 158. 
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tidak dapat mengembalikan pinjamannya (hutangnya) sesuai dengan waktu yang 
disepakati dan juga sebagai pengikat kepercayaan di antara keduanya58. 
Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gadai adalah suatu hak 
yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan 
kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan 
yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil 
pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang 
berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut 
dan biaya yang dikeluarkan, biaya-biaya mana harus didahulukan (Pasal 1150 
KUH Perdata).59 
Selain berbeda dengan KUH Perdata, pengertian gadai menurut syari'at 
Islam juga berbeda dengan pengertian gadai menurut ketentuan hukum adat yang 
mana dalam ketentuan hukum adat pengertian gadai yaitu menyerahkan tanah 
untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai dengan ketentuan, si 
penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan 
menebusnya kembali.60 
Dari pengertian-pengertian gadai yang disebutkan di atas, maka dapatlah 
dikemukakan bahwa gadai menurut ketentuan syariat Islam adalah merupakan 
kombinasi pengertian gadai yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
                                                          
58 Adrien Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 16. 
 
59 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. 
Pradnya Paramita, Cet. ke-34, 2004), h. 297. 
 
60 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: 
Sinar Grafika, cet. ke-3, 2014), h. 140. 
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Perdata dan Hukum Adat, terutama sekali menyangkut objek gadai menurut 
syariat Islam itu meliputi barang yang mempunyai nilai harta, dan tidak 
dipersoalkan apakah dia merupakan benda bergerak atau tidak bergerak.  
Gadai diadakan dengan persetujuan dan hak itu hilang jika gadai itu lepas 
dari kekuasaan si pemiutang. Si pemegang gadai berhak menguasai benda yang 
digadaikan kepadanya selama hutang si berhutang belum lunas, tetapi ia tidak 
berhak mempergunakan benda itu. Selanjutnya ia berhak menjual gadai itu, jika 
si berhutang tak mau membayar hutangnya, jika hasil gadai itu lebih besar dari 
pada hutang yang harus dibayar, maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada 
si penggadai. Tetapi jika hasil itu tidak mencukupi pembayaran hutang, maka si 
pemiutang tetap berhak menagih piutangnya yang belum dilunasi itu.61 
Dalam terjemahan fiqh sunnah, rahn menurut syara’ berarti penetapan 
sebuah barang yang memiliki nilai finansial dalam pandangan syariat sebagai 
jaminan bagi utang dimana utang tersebut atau sebagian darinya dapat dibayar 
dengannya.62 
Menurut Ibnu Qudamah, kata rahn menurut syariat berarti harta yang 
dijadikan jaminan utang untuk melunasi utang apabila orang yang berutang tidak 
sanggup melunasinya. Transaksi rahn (gadai) ini dibolehkan menurut al-Qur’an, 
Sunnah, dan ijma’.63 
                                                          
61 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Fiqh Muamalat, (Jakarta: PT. 
RajaGrafindo Persada, 2004), h. 253-254. 
 
62 Sayyid Sabiq, Op. Cit, hlm. 189 
 
63 Ibnu Qudamah, Al-Mughni Jilid 6, Alih Bahasa oleh Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 
2006), h. 25. 
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Ulama syafi’iyah mendefinisikan rahn sebagai berikut, menjadikan al-ain 
(barang) sebagai watsiqah (jaminan) utang yang barang itu digunakan untuk 
membayar utang tersebut (al-marhun bihi) ketika pihak al-madiin (pihak yang 
berhutang, ar-rahin) tidak bisa membayar utang tersebut.64 
Ulama Hanabilah mendefinisikan ar-rahn seperti berikut, harta yang 
dijadikan sebagai watsiiqah utang yang ketika pihak yang menanggung utang 
tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut dibayar dengan menggunakan harta 
hasil penjualan harta yang dijadikan watsiiqah tersebut.65 
Ulama Malikiyah mendefinisikan ar-rahnu seperti berikut, sesuatu yang 
mutamawwal (berbentuk harta dan memiliki nilai) yang diambil dari pemiliknya 
untuk dijadikan watsiiqah utang yang laazim (keberadaannya sudah positif dan 
mengikat) atau yang akan menjadi laazim. Maksudnya, suatu akad atau 
kesepakatan untuk mengambil sesuatu dari harta yang berbentuk al-‘ain (barang, 
harta yang barangnya konkrit) seperti harta tidak bergerak seperti tanah dan 
rumah, juga seperti hewan dan barang komoditi, atau dalam bentuk kemanfaatan 
(kemanfaatan tenaga dan keahlian seseorang) namun dengan syarat kemanfaatan 
tersebut harus jelas dan ditentukan dengan masa (penggunaan dan pemanfaatan 
suatu barang) atau pekerjaan (kemanfaatan seseorang berupa tenaga dan 
keahlian melakukan suatu pekerjaan), juga dengan syarat kemanfaatan tersebut 
dihitung masuk ke dalam utang yang ada.66 
                                                          
64 Wahbah Zuhaily, Op. Cit., h. 107. 
 
65 Ibid. 
 
66 Ibid., h. 107-108. 
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Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan di atas, dapat 
disimpulkan bahwa gadai adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi, 
sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima olehnya (rahin) yang bernilai 
ekonomis, sehingga pihak yang menahan (murtahin) memperoleh jaminan untuk 
mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai tersebut, 
bila pihak rahin tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. 
Itulah pengertian dan konsep dasar gadai dalam syari’at islam. Penjelasan 
di atas menunjukkan bahwa gadai dalam Islam mengandung nilai social yang 
tinggi, yaitu untuk tolong menolong, dan tidak bertujuan untuk komersial.67 
 
B. Dasar Hukum Al-Rahn 
Gadai hukumnya jaiz (boleh) menurut al-Qur’an, as-Sunnah, dan Ijma’. Di 
dalam al-Qur'an disebutkan: 
 َِرف اِٗبتاَك ْاُودَِجت ۡمَلَو َٖرفَس َٰىلَع ُۡمتنُك نِإَو  م ٞن َٰه َف اٗضُۡعَۡب مُكُضُۡعَۡب َنَِمأ ِۡنإَِف 
 
ٞةَضَُوبۡق ِ دَُؤيۡل
 َلَو ۗۥُه بَر َ  للَّٱ ِق تَيۡلَو ۥَُهتَن ََٰمأ َنُِمتۡؤٱ يِذ لٱ ِإَِف اَهُۡمتۡكَيَ نَمَو  ََةد َٰه شلٱ ْاوُُمتَۡكت  ۗۥُُهبۡلَق ٞمِثاَء ٓۥُه ن
 ٞميِلَع َنُولَمَۡعۡت اَِمب ُ  للَّٱَو٢٨٣  
Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu´amalah tidak secara tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada 
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi 
jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah 
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah 
ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 
menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang 
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang 
berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan”68 
                                                          
67 Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshory, Problematika Hukum Islam Kontemporer III, 
(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h. 82. 
 
68 Departemen Agama RI, Op. Cit., h. 60. 
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Menurut Al-Qurthubi, pada ayat ini disebutkan bahwa pegadaian ialah 
bentuk pengganti dari penulisan dan persaksian. Pada ayat ini juga dituliskan 
bahwa alasan syar’i dan yang paling banyak terjadi untuk tidak menuliskan atau 
mempersaksikan sebuah transaksi adalah berpergian. Terutama karena pada saat 
itu seringkali terjadi peperangan. Lalu, alasan berpergian ini diperluas maknanya 
dan mencakup keseluruhan alasan lainnya, misalnya saja sebagian waktu 
seorang penulis yang digunakan untuk mencari nafkah atau waktu beristirahat. 
Begitu juga misalnya dengan kekhawatiran si pemberi piutang akan keteledoran 
orang yang berutang, hal ini juga bisa menjadi alasan si pemberi piutang 
meminta suatu barang untuk digadaikan.69 
Dalil Sunnah yang menjelaskan mengenai rahn diantara adalah: 
 ُيِب نلا َنَهَر ْدَقَلَو :َلاَق ُهْنَع  اللّ َيِضََر ٍَسَنأ ْنَع َص ِب ُهَعْرِد َم لَسَو ِهَْيلَع الله ى ل ٍرْيِعَۡش 
 ِزْبُخِب َم لَسَو ِهَْيلَع الله ى لَص ِيب نلا َىلِا ُتْيَشَمَو َش ِمَس ْدَقَلَو .ٍةَِخنَس ةَلاَهِاَو ٍرْيِعۡ ُُهتْعۡ
  لَسَو ِهْيَلَع الله ى لَص ٍد  مَحُم للآ َحَبَْصأ اَم :ُلُْوقَيَ َل ْمُه نِاَو ىَسَْما َلَو ٌعاَص  لِا َم ُةَعْۡسِت
 ٍتاَيَْبأ 
Artinya: “Dari Anas RA, dia berkata, “Sungguh Rasulullah SAW menggadaikan 
baju besinya karena (mengutang) sya’ir (jenis gandum). Aku berjalan 
kepada Nabi SAW dengan membawa roti dari sya’ir dan ihalah yang 
aromanya mulai berubah. Sungguh aku telah mendengar beliau 
bersabda, ‘Tidak ada di waktu pagi dan juga sore bagi keluarga 
Muhammad kecuali satu sha’, padahal mereka ada sembilan rumah’.”70 
 
                                                          
69 Syaikh Imam Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi Jilid 3, Alih Bahasa oleh Fathurrahman dkk, 
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 903. 
 
70 Imam Bukhari, Op. Cit., h. 41. 
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Dari ayat dan hadits di atas jelaslah bahwa gadai (rahn) hukumnya 
dibolehkan, baik bagi orang yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang 
tinggal di rumah. Memang dalam Surah al-Baqarah (2) ayat 283 gadai dikaitkan 
dengan safar (perjalanan). Akan tetapi, dalam hadits di atas Nabi SAW 
melaksanakan gadai (rahn) ketika sedang di Madinah. Ini menunjukkan bahwa 
gadai (rahn) tidak terbatas hanya dalam perjalanan saja, tetapi juga bagi orang 
yang tinggal di rumah. Pendapat ini dikemukakan oleh Jumhur Ulama.71 
Dalam sumber lain disebutkan bahwa mayoritas ulama berpendapat gadai 
itu dibolehkan, baik pada waktu tidak berpergian dan waktu berpergian, baik ada 
penulisnya atau tidak ada, sebagaimana yang pernah dilakukan Rasulullah SAW 
yang menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi di Madinah.72 
لا َمْيِهاَرِْبإ َدْنِع اَنْرَكَاَذت :َلاَق ُشَمَْعْلْا اََنث دَح ِإ َلاَقَف ِفَل سلا ِيف َلِْيَبقْلاَو َنْه  ر ُمْيِهاَرْب
 ِضََر َةَشِئاَع ْنَع ُدَوَْسلا اََنث دَحا  َنأ اَهْنَع  اللّ َي ْشا َم لَسَو ِهَْيلَع  اللّ ى لَص  يِب نل ىََرت
هَعْرِد ُهَنَهَرَو ٍلََجأ َىلِإ اًماَعَۡط ِ  يِدْوُهَيَ ْنِم 
Artinya: “Dari Al-A’masy, dia berkata: Kami membicarakan masalah gadai dan 
memberi jaminan dalam jual beli sistem salaf di samping Ibrahim. 
Maka Ibrahim berkata: Al-Aswad telah menceritakan kepada kami dari 
Aisyah RA bahwa Nabi SAW membeli makanan dari seorang Yahudi 
hingga waktu yang ditentukan (tidak tunai) dan menggadaikan baju 
besinya” (H.R. Bukhari No. 2509)73 
 
                                                          
71 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, Cet. ke-2, 2013), h. 289. 
 
72 Ahmad Zain an-Najah, Halal dan Haram Transaksi Keuangan, (Jakarta Timur: Puskafi, 
2011), h. 45. 
 
73 Imam Bukhari, Op. Cit., h. 41. 
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Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disebutkan 
bahwa Nabi Muhammad SAW telah wafat dan baju besinya dalam keadaan 
tergadai untuk 30 sha’ gandum (sya’ir) pada seorang Yahudi. Hadits tersebut 
berbunyi: 
الله ُلْوُسَر  َنأ :ٍسا بَع ِنْبا ِنَع َسَو ِهَْيلَع الله  لَص  ْوُهَيَ َدْنِع ٌنْهَر ُهُعْرِدَو َتاَم َمَل ٌيِد
 ٍرْيِعَۡش ْنِم ًعاَص َنِْيثََلَِثب 
Artinya: “Dari Ibnu ‘Abbas RA, ia berkata, “Bahwa Rasulullah SAW telah wafat 
dan baju besinya dalam keadaan tergadai dengan tiga puluh sha’ 
gandum pada seorang yahudi.”74 
Adapun landasan ijma’ sebagaimana dikemukakan paparan Sayyid Sabiq 
yang mengatakan para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh. Mereka tidak 
pernah mempertentangkan kebolehannya demikian pula landasan hukumnya, 
meskipun mereka berselisih pendapat tentang pensyariatannya di tempat 
kediaman (tidak dalam perjalanan). Jumhur Ulama berpendapat bahwa 
penggadaian disyariatkan di tempat kediaman, sebagaimana disyariatkan dalam 
perjalanan karena Rasul SAW pernah melakukannya ketika beliau tinggal di 
Madinah. Dibatasinya penggadaian dengan perjalanan dalam Surah Al-Baqarah 
ayat 283 adalah untuk mengungkapkan sesuatu yang sering terjadi karena 
penggadaian sering kali terjadi dalam perjalanan.75 
 
                                                          
74 Imam Ibnu Majah, Shahih Ibnu Majah Buku 2, Tashih oleh Muhammad Nashiruddin Al-
Albani, Alih Bahasa oleh Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 419. 
 
75 Sayyid Sabiq, Op.Cit., h. 126-127. 
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Dalil-dalil diatas merupakan suatu petunjuk untuk  menerapkan prinsip 
kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang 
memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah 
barang kepada orang yang berpiutang. Sekalipun ayat tersebut mengindikasikan 
bahwa rahn dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan musafir. Hal ini 
bukan berarti dilarang bila dilakukan oleh orang yang bermukim. Apalagi 
terdapat hadits yang mengisahkan bahwa Rasul SAW menggadaikan baju 
besinya pada saat beliau sedang bermukim. 
 
C. Rukun dan Syarat Al-Rahn 
Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang 
harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk 
sahnya suatu pekerjaan.76 Sedangkan syarat adalah segala sesuatu yang perlu 
atau harus ada (sedia, dimiliki, dan sebagainya).77 
Menurut Jumhur Ulama rukun gadai ada empat yaitu: 
1. ‘Aqid, terdiri dari rahin (orang yang memberikan gadai) dan murtahin 
(orang yang menerima gadai). 
2. Sighat. 
3. Marhun, yaitu harta yang digadaikan untuk menjamin utang. 
4. Marhun bih, yaitu utang.78 
                                                          
76 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 
Pustaka, 1997), h. 851. 
 
77 Ibid., h. 984. 
 
78 Wahbah az-Zuhaili, Op. Cit., h. 111-112. 
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Sedangkan Hanafiyah dalam menetapkan rukun gadai tidak melihat 
kepada empat unsur yang terdapat dalam gadai – meliputi rahin, murtahin, 
marhun, dan marhun bih –, melainkan kepada pernyataan yang dikeluarkan oleh 
para pelaku gadai, yaitu rahin dan murtahin. Oleh karena itu, Hanafiyah 
menyatakan bahwa rukun gadai adalah ijab dan qabul yang dinyatakan oleh 
rahin dan murtahin.79  
Sulaiman Rasjid dalam bukunya “Fiqh Islam” menggunakan istilah 
rungguhan untuk menunjuk pada makna gadai atau jaminan. Seperti halnya 
pendapat jumhur ulama, Sulaiman Rasjid membagi rukun rungguhan menjadi 
empat diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Lafaz (kalimat akad), seperti: “Saya rungguhkan ini kepada engkau 
untuk utangku yang sekian kepada engkau”. Jawab yang berpiutang, 
“Saya terima rungguhan ini”. 
2. Ada yang merungguhkan dan ada yang menerima rungguh (yang 
berutang dan yang berpiutang). Keduanya hendaklah ahli tasarruf 
(berhak membelanjakan hartanya). 
3. Barang yang dirungguhkan. Tiap-tiap zat yang boleh dijual boleh 
dirungguhkan dengan syarat keadaan barang itu tidak rusak sebelum 
janji utang harus dibayar. 
4. Ada utang, disyaratkan dalam keadaan utang telah tetap.80 
 
                                                          
79 Ahmad Wardi Muslich, Op. Cit., h. 290. 
 
80 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, cet. ke-78, 2017), h. 310. 
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Adapun syarat-syarat gadai di antaranya adalah: 
1. Rahin dan murtahin  
Pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahn, yakni rahin dan 
murtahin, harus mempunyai kemampuan, yaitu berakal sehat. 
Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan 
transaksi kepemilikan. Setiap orang yang sah untuk melakukan jual beli 
maka ia juga sah melakukan rahn, karena gadai seperti jual beli, yang 
merupakan pengelolaan harta.81 
2. Marhun 
Menurut ulama Syafi’iyah, gadai bisa sah dengan dipenuhinya 
tiga syarat. Pertama, harus berupa barang, karena utang tidak bisa 
digadaikan. Kedua, penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang 
digadaikan tidak terhalang. Ketiga, barang yang digadaikan bisa dijual 
manakala sudah tiba masa pelunasan utang gadai. Jadi, para ulama 
sepakat bahwa syarat pada gadai adalah syarat yang berlaku pada 
barang yang bisa diperjualbelikan.82 
Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan 
digadaikan oleh rahin (pemberi gadai) adalah: 
a. Dapat diserah terimakan 
b. Bermanfaat 
c. Milik rahin (orang yang menggadaikan) 
                                                          
81 Ismail Nawawi, Op. Cit., h. 199. 
 
82 Ibid., h. 200. 
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d. Jelas 
e. Tidak bersatu dengan harta lain 
f. Dikuasai oleh rahin 
g. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.83 
3. Sighat  
Syarat shigat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu 
yang akan datang. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya 
menpersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang belum 
terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan 
tenggang waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad 
maka diperbolehkan. Sebagai contoh, pihak penerima gadai meminta 
supaya akad disaksikan oleh dua orang saksi.84 
4. Marhun bih (utang)  
Menyangkut adanya utang, bahwa utang tersebut disyaratkan 
merupakan utang yang tetap, dengan kata lain utang tersebut bukan 
merupakan utang yang bertambah-tambah atau utang yang mempunyai 
bunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang 
berbunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang 
mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini bertentangan 
dengan ketentuan syari'at Islam.85 
                                                          
83 Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit., h. 92. 
 
84 Zainuddin Ali, Op. Cit., hlm. 21. 
 
85 Churaiman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, Op. Cit., h.142. 
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D. Rahn Berupa Harta Pinjaman 
Seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa salah satu syarat marhun ialah 
barang yang digadaikan itu haruslah barang milik si pemberi gadai (rahin) dan 
hal ini merupakan kesepakatan Jumhur Ulama. Adapun yang dibahas pada sub-
bab ini adalah jika yang menggadaikan (rahin) adalah bukan si pemilik barang 
tersebut, akan tetapi yang menggadaikan adalah orang yang meminjam, jadi ia 
meminjam barang milik orang lain lalu ia gadaikan. Artinya disini adalah rahin 
menggadaikan harta yang bukan miliknya pribadi melainkan harta milik orang 
lain yang dipinjamnya. 
Mengenai permasalahan menggadaikan harta milik orang lain ini, tidak 
ada seorang pun yang boleh menggadaikan barang milik orang lain kecuali 
dengan berdasarkan kewenangan atas barang tersebut. Jika seseorang tidak 
memiliki kewenangan atas barang yang ia gadaikan dan ia menyerahkannya 
kepada al-murtahin, maka dengan penyerahan ini, berarti ia telah melakukan 
tindakan pelanggaran dan perbuatan gashb.86 
Ketidakbolehan mengadaikan harta milik orang lain juga dapat didasarkan 
pada salah satu kaidah fiqh yang berbunyi: 
 ُُهنْهَر َزاَج ُُهعْۡيَب َزاَجاَم 
“Apa yang boleh dijual boleh pula digadaikan.” 87 
 
                                                          
86 Wahbah az-Zuhaili, Op. Cit., h. 168. 
 
87 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 
Masalah-Masalah yang Praktis, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), Cet. III, h. 137. 
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Menurut Ibnu Qudamah, tujuan dari gadai bukan hanya untuk menahan, 
melainkan juga untuk melunasi utang dari harta jual barang gadai pada saat 
penggadai tidak sanggup membayarnya.88 Tujuan ini dapat terlaksana dalam 
setiap benda yang boleh dijual. Karena itulah sesuatu yang menjadi objek jual 
beli maka itu juga yang menjadi objek barang gadai. 
Zhahiriyah sepakat dengan pendapat Syafi’iyah dan Hanabilah bahwa 
harta yang diperjualbelikan itu adalah miliknya sendiri.89 Mardani menyebutkan 
bahwa salah satu syarat sahnya jual beli adalah harta yang menjadi objek 
transaksi telah dimiliki sebelumnya. Maka tidak sah, jual beli barang yang belum 
dimiliki tanpa seizin pemiliknya.90 Hal ini didasarkan pada Hadits Nabi SAW; 
 ُةَبَْيُتق اََنث دَح ْشِب يَِبا ْنَع ،ٌمْيَشُه اََنث دَح :َلاَقٌ ، ِمْيِكَح ْنَع ،َكَهاَم ِنْب َفُسُْويَ ْنَع ،ٍر
 َو ِهَْيلَع الله  لَص الله ُلْوُسَر ٌتَْيَتأ :َلاَق ،ٍماَزِح ِنْب ُِنَلأْسَيَ ُلُج  رلا ْيِنِْيْتأَيَ :ُتُْلقَف َم لَس ي
 َل ُعَاتَْبأ ،ىِدْنِع َسَْيل َعَْيبْلا ىِ نِم  ُمث ِقْوُّسلا َنِم ُه ََكدْنِع َسْيَل اَم ْعَِبت َل : َلاَق ُ؟ُهعْۡيَِبأ  
Artinya: Dari Qutaibah, dari Husyaim, dari Abu Bisyr, dari Yusuf bin Mahak, 
dari Hakim bin Hizam, ia berkata, “Saya mendatangi Rasulullah SAW, 
lalu bertanya kepada beliau, ‘Ada seorang laki-laki datang kepadaku 
dan akan membeli sesuatu yang tidak saya miliki. Apakah saya boleh 
membeli sesuatu itu dari pasar lalu menjualnya kepadanya?’ Rasulullah 
SAW menjawab, ’Jangan menjual apa yang tidak kau miliki.’” (H.R. 
At-Tirmidzi No. 1232)91 
 
                                                          
88 Ibnu Qudamah, Op. Cit., h. 45. 
 
89 Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 20. 
 
90 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 104. 
 
91 Muhammad bin Isa bin Saurah, bin Musa As-Sulami At-Tirmdizi, Sunan At-Tirmidzi Jilid 
2, Alih Bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2017), h. 155. 
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Mengacu pada kaidah “Apa yang boleh dijual boleh pula digadaikan”, 
maka syarat kepemilikan pribadi (bukan milik orang) pada jual beli mestilah ada 
pada syarat barang yang digadaikan. Oleh karena itu, kegiatan menggadaikan 
harta milik orang lain merupakan suatu hal yang tidak boleh dilakukan layaknya 
ketidakbolehan menjual apa yang belum dimiliki dalam redaksi hadits di atas.  
Menurut ulama Hanafiyyah, sah dan tidaknya penggadaian harta milik 
orang lain tergantung kepada izin dan pengesahan pihak yang memiliki barang. 
Jika pemilik barang mengizinkan dan mengesahkannya, maka akad ar-rahnu 
sah, namun jika pemilik barang tidak mengizinkannya, maka akad ar-rahnu 
menjadi tidak sah.92 
Bila melihat kondisi seperti ini, kondisi dimana seseorang menggadaikan 
harta yang bukan miliknya melainkan adalah harta milik orang lain yang 
dipinjamnya tentulah merupakan perbuatan yang mengganggu hak orang lain 
terlebih lagi bila harta tersebut dipinjam tanpa izin dari si pemilik harta yang asli. 
Namun di sisi lain, kondisi ini juga bisa menunjukkan keterdesakan ekonomi 
sehingga mengharuskannya untuk meminjam harta orang lain dan kemudian 
menggadaikannya demi dapat mengantisipasi keterdesekan ekonomi tersebut. 
Seperti yang dikutip oleh Ibnu Qudamah dari perkataan Ibnu Mundzir, 
“Setiap ulama yang kami catat pendapatnya sepakat bahwa apabila seseorang 
meminjam kepada orang lain sesuatu yang digadaikannya dengan beberapa dinar 
kepada seseorang yang disebut namanya hingga waktu tertentu, maka itu 
diperbolehkan. Seyogyanya dia menyebutkan siapa penerima gadainya, nilai 
                                                          
92 Wahbah az-Zuhaili, Op. Cit., h. 168. 
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yang diambil dari gadainya, jenisnya, dan masa gadainya. Karena kerugian itu 
bermacam-macam, perlu disebutkan, sebagaimana gadai itu sendiri. Ketika 
pemilik barang mensyaratkan sesuatu, kemudian peminjam melanggar syarat 
dan menggadaikannya dengan cara yang tidak disyaratkan, maka gadai tidak sah, 
karena dia tidak diizinkan untuk melakukan gadai tersebut, sehingga seperti 
orang yang tidak diizinkan untuk menggadaikan”.93 
Jika pemilik harta mengizinkan pihak penggadai meminjam dan 
menggadaikan harta yang dipinjamnya, maka ulama Hanafiyyah dan ulama 
Syafi’iyah berpendapat boleh menggadaikan harta yang dipinjamnya itu kepada 
siapa saja yang diinginkan, dengan utang mana saja yang ia jadikan sebagai al-
marhun bihi serta di kawasan mana saja jika memang pemilik harta tidak 
mensyaratkan apa-apa kepadanya. Namun jika pemilik harta membatasinya 
dengan suatu syarat atau batasan tertentu ketika meminjamkan, maka pihak yang 
meminjam harus memenuhi dan menghormati syarat tersebut.94 
Orang yang men-tasharuf-kan harta atas dasar sebuah izin, maka 
pentasharufannya harus disesuaikan dengan kadar izin yang ada dan mengikuti 
syarat atau batasan yang diberikan. Syarat atau batasan yang diberikan si pemilik 
harta saat meminjamkan hartanya untuk digadaikan misalnya saja jika pemilik 
harta membatasi utang yang menjadi al-marhun bihi harus dalam kadar sekian, 
atau pemilik harta membatasi dengan jenis utang tertentu, atau pemilik harta 
hanya meminjam sebahagian hartanya untuk nantinya digadaikan, dan lain-lain. 
                                                          
93 Ibnu Qudamah, Op. Cit., h. 54. 
 
94 Ibid. 
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E. Penyelesaian dan Batalnya Akad Rahn 
Apabila sampai pada waktu yang ditentukan dan rahin belum membayar 
kembali utangnya, maka rahin dapat dipaksa oleh marhun untuk menjual barang 
gadaiannya dan kemudian digunakan untuk melunasi utang-utangnya. 
Selanjutnya, apabila setelah diperintahkan hakim, rahin tidak mau membayar 
utangnya dan tidak pula mau menjual barang gadaiannya, maka hakim dapat 
memutuskan untuk menjual barang tersebut guna melunasi utang-utangnya.95 
Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan rahin belum 
membayar utangnya, hak murtahin adalah menjual marhun, pembelinya boleh 
murtahin sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga umum yang berlaku pada 
waktu itu dari penjualan marhun tersebut. Hak murtahin hanyalah sebesar 
piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan marhun lebih besar dari 
jumlah utang, sisanya dikembalikan kepada rahin. Apabila sebaliknya, harga 
penjualan marhun kurang dari jumlah utang, rahin masih menanggung 
pembayaran kekurangannya.96 
Batalnya akad gadai dapat dijelaskan menurut  Sayid Sabiq  adalah  jika 
barang gadai kembali ke tangan rahin atau dengan kata lain, jika barang gadai 
berada kembali dalam kekuasaan rahin, maka ketika itu akad gadai sudah batal. 
Dengan demikian dalam pemikiran Sayyid Sabiq agar akad gadai tidak batal 
barang gadai harus dalam penguasaan murtahin.97 
                                                          
95 Adrien Sutedi, Op. Cit., h. 62. 
 
96 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 110. 
 
97 Sayyid Sabiq, Op. Cit., h. 131. 
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Dari pokok pembahasan batalnya akad gadai dapat disimpulkan bahwa 
apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati 
maka pihak rahin berkewajiban membayar hutangnya. Namun jika dari pihak 
rahin tidak punya kemauan untuk mengembalikan pinjamannya hendaklah ia 
memberikan izin kepada pihak murtahin untuk menjual barang gadaian tersebut, 
apabila izin tersebut tidak diberikan maka murtahin dapat meminta pertolongan 
hakim untuk memaksa rahin melunasi utangnya. 
 
F. Hikmah Rahn 
Keadaan setiap orang berbeda-beda satu sama lain, ada yang kaya dan ada 
yang miskin, padahal harta sangat dicintai setiap jiwa. Lalu, terkadang di suatu 
waktu, seseorang sangat membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan-
kebutuhannya yang mendesak. Namun dalam keadaan itu, dia pun tidak 
mendapatkan orang yang bersedekah kepadanya atau yang meminjamkan uang 
kapadanya, juga tidak ada penjamin yang menjaminnya. Hingga ia mendatangi 
orang lain untuk membeli barang yang dibutuhkannya dengan cara berutang, 
sebagaimana yang disepakati kedua belah pihak. Bisa jadi pula, dia meminjam 
darinya, dengan ketentuan, dia memberikan barang gadai sebagai jaminan yang 
disimpan pada pihak pemberi utang hingga ia melunasi utangnya. 
Allah SWT mensyariatkan dengan membolehkan sistem gadai agar orang 
yang menerima barang gadai merasa tenang atas hartanya. orang yang menerima 
gadai dapat membantu menghilangkan kesedihan orang yang menggadaikan, 
yaitu suatu kesedihan yang membuat hati dan pikiran menjadi galau. Di antara 
manusia ada yang membutuhkan harta untuk mencukupi kebutuhannya yang 
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banyak. Salah satu cara untuk mencukupinya adalah berutang dengan memberi 
jaminan. Berbagai manfaat secara ekonomi sistem gadai adalah timbulnya saling 
percaya dan saling menyayangi dalam mengemban perekonomian, 
meningkatkan daya beli, dan menambah peredaran uang di pasaran. Belum lagi 
pahala bagi orang yang menerima gadai dari Allah SWT.98 
Dari penjelasan diatas hikmah disyariatkannya gadai itu disamping dapat 
memberikan pemanfaatan atas barang yang digadaikan juga disisi lain dapat 
memberikan keamanan bagi rahin dan murtahin, bahwa dananya tidak akan 
hilang jika dari pihak rahin ingkar janji untuk membayar utangnya karena ada 
suatu aset atau barang  yang dipegang oleh pihak murtahin. Dari sisi peminjam 
atau rahin dapat memanfaatkan dana pinjamannya untuk usaha secara maksimal 
sehingga membantu menggerakkan roda perekonomian menuju kesejahteraan 
lebih baik, lebih maju, dan lebih makmur. 
                                                          
98 Ismail Nawawi, Op. Cit., h. 204. 
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Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70 
Tambahan Lembaran Negara 4852; 
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 941 
Tambahan Lembaran Negara 4867; 
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung 
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 9; 
 
 
 
 
M E M U T U S K A N
 
Menetapkan       : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 
TENTANG KOMPİLASI HUKUM EKONOMİ SYARI'AH 
 
Pasal 1 
1) Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan 
menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah, mempergunakan sebagai pedoman 
prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hükum Ekonomi Syari'ah. 
2) Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hükum Ekonomi Syari'ah 
sebagaimana dimaksud ayat (I), tidak mengurangi tanggungjawab hakim untuk menggali dan 
menemukan hükum untuk menjamin putusan yang adil dan benar. 
Pasal 2 
Kompilasi Hükum Ekonomi Syari'ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I adalah Kompilasi Hükum 
Ekonomi Syari'ah yang menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Mahkamah Agung ini. 
Pasal 3 
Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
 
 
 
 
Bagian Keempat 
Rahn Harta Pinjaman 
 
Pasal 385 
 
1. Pada prinsipnya harta pinjaman tidak boleh digadaikan kecuali dengan seizin 
pemiliknya. 
2. Apabila pemilik harta memberi izin secara mutlak, maka penggadai boleh 
menggadaikannya secara mutlak; dan apabila pemilik harta memberi izin secara 
terbatas maka peminjam harus menggadaikannya secara terbatas. 
3. Pemilik harta yang mengizinkan hartanya dijadikan jaminan dalam rahn harus 
mengetahui dan memahami resikonya. 
4. Pemilik harta yang dipinjamkan dan telah digadaikan mempunyai hak untuk 
meminta kepada pemberi gadai guna menebus harta gadai serta mengembalikan 
kepadanya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIWAYAT HIDUP PENULIS 
 
Herdifa Pratama lahir di Kota Pekanbaru pada tanggal 5 
Mei 1998, anak pertama dari 2 bersaudara, lahir dari 
pasangan Adri dan Yusnita. Pendidikan formal yang 
ditempuh penulis dimulai dari SDN 014 Kelurahan Sail 
lulus tahun 2010 sembari juga menempuh pendidikan 
agama di MDA Nurul Hijrah Kecamatan Tenayan Raya. 
Penulis melanjutkan pendidikan ke Madrasah Tsanawiyah 
Negeri Andalan Pekanbaru, Kemudian Melanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri 2 
Model Pekanbaru dan lulus tahun 2016.  Pada tahun itu juga penulis melanjutkan 
pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Jurusan 
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum. Penulis 
melaksanakan penelitian dari Bulan Oktober-Desember tahun 2019 di Perpustakaan 
Al-Jamiah UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Analisis Pasal 385 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Rahn Harta Pinjaman Ditinjau 
Menurut Fiqh Muamalah”. Alhamdulillah bini’matillah, penulis dapat 
menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2020. 
Penulis merupakan pribadi yang aktif berorganisasi baik di kampus maupun di 
masyarakat. Beberapa organisasi yang pernah diikutinya ialah Rohis fakultas, Studi 
Club Ekonomi Islam, Forum Remaja Masjid Kelurahan, Bersama Ikatan Rohis 
Pekanbaru (Birru), dan lain-lain. 
Dia mengawali pengalaman menulisnya saat belajar di Madrasah Aliyah dengan 
membuat karya ilmiah. Rentang tahun antara 2015-2016 adalah momentum untuk 
menunjukkan kualitas tulisannya. Dia berhasil menjuarai kompetisi LKTI se-
Indonesia di tahun 2015. Selain itu, dia juga berhasil menjuarai kompetisi menulis 
essay se-Kota Pekanbaru di Tahun 2018. Beberapa karya yang dihasilkan oleh 
tulisannya, dia tuangkan melalui blog yakni di bangedi55.blogspot.com. Untuk 
mengetahui lebih detil tentang penulis dapat menghubunginya lewat via email di 
herdifapratama@gmail.com. 
